
SALINAN

BUPATI LAMONGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah
dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan usaha, akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah, diperlukan
perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan

dinamika perkembangan daerah dan nasional'

b. bahwa sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 202I-2026, perlu menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal lO4 ayat (21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
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Mengingat

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4I),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jograkarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a25O);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2l);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor
13t2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3

Tahun 2O2l tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lamongan Tahun 2O2l-2O39
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2O2L Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10

Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2O2l Nomor 1O);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD

adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap program sebagai acuan dalam
pen1rusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum

disepakati dengan DPRD.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala

Daerah yang penyusunannya berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD dimaksudkan sebagai pedoman :

a. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara; dan

b. Pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

(2) RKPD ditetapkan dengan tujuan untuk :

a. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan
tugas-tugas pembangunan daerah; dan

b. menjadi acuan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Lamongan
tahun 2021-2026, yang memuat Evaluasi Hasil
Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2026 serta kaidah pelaksanaannya.

BAB IV
PENYUSUNAN RKPD

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026 memuat:
a. rancangan proyeksi kerangka ekonomi

Daerah;

b. program prioritas pembangunan Daerah;
c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan

maju.
(2) Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, yang bersumber dari APBD maupun
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
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(3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan Renja PD sebagai bahan
masukan.

BAB V
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l)
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum,
Hubungan Antar Dokumen, dan
Sistematika Dokumen RKPD, serta
Maksud dan Tujuan;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Gambaran Umum Kondisi
Daerah, Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Tahun Lalu sampai dengan Tahun 2025,
serta Permasalahan Pembangunan
Daerah;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat T\rjuan dan Sasaran
Pembangunan serta Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Tahun 2026;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

Memuat tentang Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas Daerah yang disertai
dengan Target Capaian Kineda dan Pagu

Anggaran Tahun 2026 serta Perencanaan
Prakiraan Maju Tahun 2027.

BAB VI : PENUTUP
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 31 TAHUN 2025 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin agar kegiatan 

pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan 

perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.  

Dalam melaksanakan Pembangunan, dirasa sangat penting untuk 

melaksanakan tahap perencanaan, karena dalam praktiknya 

pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan dan 

permasalahan dalam pencapaian target kinerja pembangunan yang telah 

ditetapkan. Untuk meminimalisasi resiko yang dapat terjadi maka 

perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses 

pembangunan. 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat 

penting karena apabila perencanaan dilaksanakan dengan cara yang tepat, 

maka pembangunan dapat diarahkan secara terarah dan 

berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 

bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyaraat yang nyata, baik 

dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun indeks 

pembangunan manusia.  

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada 
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dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bisa lepas dari 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Daerah merupakan 

bagian dari Pembangunan Nasional yang perencanaannya diatur dalam 

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Proses perencanaan terbagi menjadi perencanaan 

jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka 

pendek.  

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka 

Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2026. 

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang 

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Rancangan Awal 

RKPD tahun 2026 merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penyusunan Dokumen RKPD 2026. Rancangan Awal RKPD tahun 2026 

paling sedikit memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah; analisis 

rancangan kerangka ekonomi Daerah; analisis kapasitas riil keuangan 

Daerah; penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; perumusan 

permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan terhadap sasaran 

RPJMD; penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; penelaahan 

terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; 

penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas 

pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan 

pendanaan Daerah. 

RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 ini kemudian menjadi dasar 

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026, 

dengan tetap mempedomani Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029. Selanjutnya, RKPD Kabupaten 

Lamongan Tahun 2026 ini juga menjadi acuan dalam perumusan dan 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon 
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Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) tahun 2026. 

RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 merupakan penjabaran 

tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lamongan 2025 – 2029 yang saat ini masih dalam 

proses penyusunan. Selain itu RKPD ini merupakan pelaksanaan 

pembangunan tahun pertama oleh Kepala Daerah yang terpilih di Tahun 

2024 yang lalu. Sehingga RKPD Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi 

kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang melibatkan 

seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan 

memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. 

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2026, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);  

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6987); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6042); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
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114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nofmor 5041) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
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Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 259);  

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);  

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D); 

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043; 

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
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Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2021 Nomor 3). 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2012 Nomor 1); 

45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029. 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Perencanaan di daerah merupakan bagian dan satu kesatuan 

dengan Sistem Perencanaan Nasional. RKPD Kabupaten Lamongan 

merupakan Dokumen yang selaras, sinergis dan mendukung 

Dokumen Perencanaan pada tingkat diatasnya seperti RKPD Provinsi 

Jawa Timur dan RKP. Dokumen RKPD sebagai dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari 

dokumen RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Dokumen RKPD 

tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimana dalam 

penyusunannya simultan dengan penyusunan RKPD. Lebih lanjut 

dalam hubungannya dengan RKP, dokumen RKPD diserasikan 

dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. 
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Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 

2026 menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2026. Kemudian dokumen RKPD juga 

menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD 

serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian 

dokumen RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 menjadi bagian 

tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian 

dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. 

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem 

perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur 

di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat 

pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa dokumen-

dokumen perencanaan perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen 

perencanaan spasial yakni Dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan 

RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan 

Dokumen RTRW Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, 

selanjutnya perlu juga diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR 

dari daerah tetangga.  

Dalam konteks penyusunan dokumen RKPD yang merupakan 

penjabaran dari RPJMD, bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman 
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kepada RPJPD, kemudian dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman 

dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, maka korelasi antara RKPD 

dengan dokumen perencanaaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada 

hubungannya dengan dokumen RPJPD dan RPJMD yang sama-sama 

dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. Secara skematik uraian 

keselarasan dokumen spasial dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 

1.2. 

 

Gambar 1.2 

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan  

A-Spasial 

 Dokumen RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 disusun secara 

sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya baik yang ada di tingkat 

nasional, maupun daerah, yaitu sebagai berikut : 

1) Dokumen RPJMN 

RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 tentunya memperhatikan 

rencana pembangunan ditingkat nasional. Penguatan Fondasi 

Transformasi yang menjadi Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 

2025-2029 menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan, 

khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan 

program kewilayahan/regional. Adapun prioritas nasional yang telah 

ditetapkan dalam RKP juga menjadi perhatian dalam penyusunan 
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prioritas di daerah yang disusun dalam RKPD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2026 ini. 

 

2) Dokumen RKP 

Bagi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2026 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD Tahun 2026. 

RKP 2026 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. RKP 

2026 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam 

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik 

oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

3) RPJMD Provinsi Jawa Timur 

RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 ini disusun untuk 

mendukung arah Kebijakan Pembangunan Provinsi yang dirumuskan 

berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi Pembangunan yang ada 

pada Dokumen RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029. 

4) RKPD Provinsi Jawa Timur 

RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 juga disusun mengikuti 

arah kebijakan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur dengan tema 

Perencanaan Tahun 2026 yang mengusung prioritas pembangunan 

dengan acuan Nawa Bhakti Jawa Timur. 

5) RPJMD Kabupaten Lamongan 

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang saat ini dalam 

proses penyusunan pada tahap rancangan; memuat visi, misi dan 

program prioritas Kepala Daerah terpilih. RKPD Kabupaten 

Lamongan Tahun 2026 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan 

RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029. Tema dasar pada 

perencanaan tahun 2026 tersebut adalah “Peningkatan Daya Saing 

Sumber Daya Manusia dan Pemupukan Modal Sosial Sebagai 

Landasan Menuju Kejayaan Berkelanjutan”. 

6) RENJA – Perangkat Daerah 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat 

daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, 

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuhdengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat 

Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum 
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disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Rencana 

Kerja (Renja) PD Tahun 2026 sebagai bahan untuk penyusunan 

RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026.  

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 dimaksudkan 

untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah antar wilayah, antar 

sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan 

efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2026 adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran 

rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara 

konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka 

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan 

pembangunan daerah; 

2. Untuk memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan 

daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta 

partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2026; 

3. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi 

Daerah Tahun 2026 sebagai patokan dalam penyusunan rencana 

pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan 

pembiayaan pembangunan daerah; 

4. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Tahun 2026; 

5. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – 

PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 

2026;  

6. Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan 

urusan dan lintas urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung 

jawab Perangkat Daerah. 

7. Untuk menetapkan program prioritas untuk pencapaian target 
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indikator kinerja dalam RPJMD dalam rangka pencapaian visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga menjadi instrumen bagi 

Pemerintah Daerah dalam menyusun LKPJ Kepala Daerah. 

 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamongan tahun 2026 adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan 

RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen 

RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, 

Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak 

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.  

1.2 Dasar Hukum Penyusunan  

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan 

dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 

Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan 

penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen 

perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada 

subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan 

dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan 

yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan 

RKPD.  

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen  

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang 

relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, 

seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan 

RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.  

1.4 Maksud dan Tujuan  

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen 

RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan 

dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.  

1.5 Sistematika Dokumen RKPD  
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Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait 

dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.  

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil 

evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen 

RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.  

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah  

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara 

logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang 

meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa 

bahasan dibawah ini:  

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi  

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi 

geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah 

rawan bencana.  

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat  

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat 

sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara 

keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap 

perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar 

yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya 

indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan 

perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut 

dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan 

ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan 

olahraga.  

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum  

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum 

sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara 

keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap 

perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar 

yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya 

indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan 

perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan 
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tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi 

penunjang urusan pemerintahan.  

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah  

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah 

sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara 

keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap 

perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar 

yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya 

indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan 

perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan 

tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas 

wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus 

sumberdaya manusia.  

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 

Berjalan dan Realisasi RPJMD.  

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan 

kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan 

rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 

tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi 

Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah 

dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-

tahun yang berkenaan.  

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh 

program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan 

wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian 

target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja 

program tahun lalu terhadap RPJMD.  

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah  

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan 

umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan 

prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang 

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat 

Daerah.  
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2.3.1.  Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan 

sasaran  pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah 

dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan 

tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 

rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi 

yang bersifat mandatori.  

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah. Permasalahan, merupakan permasalahan 

pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut 

layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. 

Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi 

masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran 

solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan 

permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat 

daerah pada Renja Perangkat Daerah.  

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH  

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan 

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator 

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan 

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan 

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah.  

1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi 

yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan 

dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD 

provinsi/kabupaten/kota.  

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk 

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi 

Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung 

untuk perumusan prioritas program dan kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 

1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah  
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Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh 

Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, 

pembiayaan daerah dan belanja daerah. 

 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan 

dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, 

rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.  

1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan  

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran 

pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 

1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)  

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya 

adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang 

diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah 

(RPJMD) tahun rencana.  

 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, 

kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan 

dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili 

aspirasi dan kepentingan masyarakat.  

 

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan 

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.  

 

BAB VII PENUTUP  

 

 



 

19 
 

BAB II  

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang menjadi 

landasan dalam perumusan isu strategis dan prioritas pembangunan. 

Untuk menjamin akurasi dan konsistensi, seluruh data, analisis, dan 

penetapan target yang diuraikan dalam bab ini disusun dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: 

1. Penggunaan Baseline Data Terakhir: Setiap analisis capaian kinerja 

dan proyeksi didasarkan pada data historis lima tahun terakhir, 

dengan menggunakan data tahun 2024 sebagai baseline atau data 

dasar acuan terkini yang tersedia. 

2. Mengacu pada Definisi Operasional (DO): Penentuan setiap target 

indikator kinerja, baik pada evaluasi maupun proyeksi, dilakukan 

dengan memperhatikan secara saksama Definisi Operasional (DO) 

yang digunakan untuk masing-masing indikator. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja dapat 

dilakukan secara konsisten, terukur, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan yang dihasilkan 

bersifat realistis dan berlandaskan pada bukti (evidence-based). 

2.1. Kondisi Umum Daerah 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

2.1.1.1.1 Luas, Letak, Batas Wilayah Administrasi, dan Kondisi 

Geografis 

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah ±1.752,21 km2 atau 

setara dengan 175.221 Ha atau ±3.67% dari luas wilayah Provinsi Jawa 

Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan dilewati oleh 

Sungai Bengawan Solo sepanjang ±68 Km. Kabupaten Lamongan terdiri 

dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan. 

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat 6º51’54’’-

7º23’6’’ Lintang Selatan dan berada di antara 112º4’41’’-112º33’12’’ Bujur 

Timur. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, 

Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
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a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa 

b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. 

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto 

d. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gresik              

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan 

secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik sebagai 

berikut: 

a) Bagian Selatan dan Utara, adalah daerah pegunungan kapur berbatuan 

yang memiliki tingkat kesuburan yang sedang. Kawasan ini meliputi 

Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, 

Brondong, Paciran dan Solokoro 

b)  Bagian Tengah-Selatan, adalah dataran rendah yang relatif subur dan 

membentang mulai dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, 

Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio 

c) Bagian Tengah-Utara, adalah daerah Bonorowo yang merupakan 

daerah produktif akan tetapi termasuk dalam kawasan yang rawan 

banjir. Kawasan ini mencakup Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, 

Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah 
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Gambar 2.1 Peta Kabupaten Lamongan 

 

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039
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Berikut rincian data terkait dengan luas daerah dan persentase 

terhadap luas Kabupaten Lamongan: 

Tabel 2.1 Luas Daerah dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Lamongan 

 

Sumber Data : BPS Kabupaten Lamongan, Buku Lamongan Dalam Angka, 2021 

2.1.1.1.2 Topografi 

Kondidi topografi Kabupaten Lamongan berkisar antara 0 – 186 meter 

diatas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Ngimbang 

yang terletak 186 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi 

Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan yang dibagi menjadi 3 

karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo, yaitu : 

a. Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak 

subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, 

Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo 

dan Kembangbahu. 

No. Kecamatan 
Ibukota 

Kecamatan 
Luas (ha) 

Persentase terhadap 
Luas Kabupaten 

1. Sukorame Sukorame 3.929 2,24 

2. Bluluk Bluluk 5.800 3,31 

3. Ngimbang Sendangrejo 10.006 5,71 

4. Sambeng Ardirejo 15.078 8,61 

5. Mantup Mantup 9.123 5,21 

6. Kembangbahu Kembangbahu 6.825 3,90 

7. Sugio Sugio 8.974 5,12 

8. Kedungpring Kedungpring 8.573 4,89 

9. Modo Mojorejo 8.170 4,66 

10. Babat Bedahan 6.459 3,69 

11. Pucuk Pucuk 4.538 2,59 

12. Sukodadi Sukodadi 4.748 2,71 

13. Lamongan Lamongan 4.094 2,34 

14. Tikung Bakalanpule 5.542 2,16 

15. Sarirejo Dermolemahbang 4.887 2,79 

16. Deket Deketwetan 4.395 2,51 

17. Glagah Glagah 5.002 2,85 

18. Karangbinangun Sambopinggir 4.726 2,70 

19. Turi Sukoanyar 5.250 3,00 

20. Kalitengah Dibee 3.695 2,11 

21. Karanggeneng Karanggeneng 4.074 2,33 

22. Sekaran Bulutengger 5.405 3,08 

23. Maduran Maduran 3.278 1,87 

24. Laren Gampangsejati 9.411 5,37 

25. Solokuro Payaman 9.487 5,41 

26. Paciran Paciran 5.681 3,24 

27. Brondong Brondong 8.072 4,61 

Jumlah 175.221 100,00 
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b. Bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-

batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, 

Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.  

c. Bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi 

Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, 

Karangbinangun, Glagah. 

 

2.1.1.1.3 Geologi 

Secara fisiografis wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara dan 

selatan termasuk dalam Zone Rembang (van Bemmelen, 1949) yang 

disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan, 

sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randublatung yang 

kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, namun 

sebetulnya merupakan suatu depresi (cekungan) yang tertutup oleh 

endapan hasil pelapukan dan erosi dari batuan yang lebih tua pada Zone 

Kendeng dan Rembang. Sejarah geologi Kabupaten Lamongan diperkirakan 

dimulai kurang lebih 37 juta Tahun yang lalu (Kala Oligosen). Saat itu 

wilayah Kabupaten Lamongan masih berupa lautan (bagian dari Cekungan 

Jawa Timur). Selanjutnya terjadi proses sedimentasi secara berurutan ke 

atas berupa penghamparan batuan sedimentasi laut yang kaya unsur 

karbonatan. Proses ini berlangsung hingga kurang lebih 19 juta Tahun 

(hingga Kala Polisen).  

Pada kurang lebih 1,8 juta Tahun yang lalu terjadi aktifitas tektonik 

(Orogenesa Plio-Pleistosen)yang menyebabkan terangkatnya Kabupaten 

Lamongan muncul ke permukaan laut. Jenis batuan yang ada di 

Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Aluvial seluas 2.422,01 ha, Aluvium 

dan Endapan Koastal seluas 67.280,03 ha, Formasi Kalipucang seluas 

8.121,16 ha, Formasi Lidah seluas 6.294,25 ha, Formasi Pucangan seluas 

12.273,89 ha, Formasi Tambakromo seluas 30.660,10 ha, Formasi 

Lengkong seluas 10.119,28 ha, Anggota Bawah Formasi Tuban seluas 

1.022,50 ha, Anggota Napal Formasi Kujang seluas 789,65 ha, Anggota 

Tengah Formasi Kujang seluas 12.390,10 ha, Anggota Batugamping 

Prupuh Formasi Kunjung seluas 530,71 ha, Anggota Atas Formasi Kunjung 

seluas 517,11 ha, Formasi Kalibeng seluas 9.429,20 ha, Formasi Klitik 

seluas 328,79 ha, Formasi Mundu seluas 11.608,06 ha, Formasi Sonde 

seluas 1.433,90 ha. 
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2.1.1.1.4 Hidrologi 

Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi 

oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai air 

dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir pada 

sebagaian wilayah. Namun sebaliknya pada saat musim kemarau, di 

sebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang. Kabupaten 

Lamongan dilewati oleh 3 sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo 

sepanjang ± 68 Km dengan debit rata – rata 531,61 m³/bulan (debit 

maksimum 1.758,46 m³ dan debit minimum 19,58 m³) yang bermata air di 

Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah), Kali Blawi 

sepanjang ± 27 Km dan Kali Lamong sepanjang ± 65 Km yang bermata air 

di Kabupaten Lamongan. Waduk di Kabupaten Lamongan berjumlah 33 

Waduk dengan luas keseluruhan 2.326 Ha dan volume 51.093.192 m³.  

Keberadaan waduk di Kabupaten Lamongan dapat mengairi lahan 

sawah seluas 20.960 Ha utamanya lahan sawah berpengairan teknis dan 

½ teknis, sehingga keberadaan waduk sangat bermanfaat bagi masyarakat 

khususnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Waduk yang paling 

besar di Kabupaten Lamongan adalah waduk Gondang yang berada di 

Kecamatan Sugio dengan luas 660 Ha dan kapasitas volume sebesar 

23.712.500 m³. Di Kabupaten Lamongan juga terdapat rawa sebagai 

penampungan air. Jumlah rawa di Kabupaten Lamongan sebanyak 11 rawa 

dengan luas keseluruhan 6.878 Ha dan kapasitas volumenya sebesar 

59.743.500 m³. Rawa juga sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya 

untuk kegiatan pertanian. Rawa yang ada di Kabupaten Lamongan dapat 

mengairi lahan sawah berpengairan sederhana seluas 9.934 Ha. Rawa 

terluas di Kabupaten Lamongan adalah waduk Jabung dengan luas 4.968 

Ha dan volume 37.660.000 m³. 

 

2.1.1.1.5 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan  

No. Rencana Pola Ruang Luas (Ha) 

A. Rencana Kawasan Lindung   

  1.    Kawasan Hutan Lindung   

  a)     Kawasan Hutan Lindung 255,28 
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No. Rencana Pola Ruang Luas (Ha) 

  2.    Kawasan Perlindungan Setempat   

  a)     Sempadan Pantai 43 

  b)    Sempadan Sungai 570 

  c)     Sempadan Waduk 83 

  3.    Kawasan Lindung Geologi   

  a)     Kawasan Cagar Alam Geologi   

        Kawasan Keunikan Bentang Alam 6 

  4.    Kawasan Ekosistem Mangrove   

  a)     Kawasan Hutan Mangrove 84 

B. Rencana Kawasan Budidaya   

  1.    Kawasan Hutan Produksi 31.437,57 

  2.    Kawasan Peruntukan Pertanian   

  a)     Kawasan Tanaman Pangan 53.384 

  b)    Kawasan Hortikultura 10.509 

  c)     Kawasan Perkebunan 29.618 

  3.    Kawasan Peruntukan Perikanan   

  a)     Kawasan Perikanan Budidaya 6.407 

  b)    Kawasan Perikanan Tangkap 43 

  4.    Kawasan Peruntukan Industri 7.419 

  5.    Kawasan Pariwisata 63 

  6.    Kawasan Permukiman   

  a)     Kawasan Permukiman Perkotaan 13.898 

  b)    Kawasan Permukiman Perdesaan 16.365 

  7.    Kawasan Pertahanan dan Keamanan 5 

  8.    Kawasan Transportasi 153 

  9.    Kawasan Peruntukan Lainnya   

  a)     Sungai 913 

  b)    Waduk  1.730 

  c)     Rawa  2.234 

JUMLAH 1.752.21 

Sumber: BPS Kab. Lamongan, 2025 

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan digunakan sebagai 

kawasan LP2B seluas 45.841,00 Ha, selanjutnya ada kawasan pertanian 

lahan kering seluas 38.683,76 Ha. Kemudian juga terdapat kawasan hutan 

produksi seluas 33.191,32 Ha, sedangkan luas kawasan untuk 



 

26 
 

permukiman adalah 27.414,38 Ha. Luas lahan lainnya diperuntukkan 

sebagaimana yang tersaji dalam tabel di atas.  

Adapun yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan 

ketahanan pangan di daerah yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian, 

namun selama ini proses perubahan alih fungsi lahan tetap berpedoman 

pada LP2B dan harus ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat 

terkait hal tersebut. 

 

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 

Potensi dan arah pengembangan wilayah Kabupaten Lamongan 

dirumuskan selaras dengan tujuan, kebijakan, dan strategi dalam 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039. Visi penataan 

ruang adalah "terwujudnya ruang wilayah Daerah sebagai kawasan 

pertanian, perikanan, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan 

berkelanjutan". Untuk mencapai visi tersebut, potensi pengembangan 

wilayah diarahkan melalui kebijakan dan strategi pengembangan berbasis 

kewilayahan. 

1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan RTRW, kebijakan penataan ruang dibagi menjadi tiga 

koridor utama dengan strategi spesifik untuk mengoptimalkan potensi 

masing-masing wilayah: 

a. Pengembangan Wilayah Utara: Difokuskan sebagai penunjang 

kegiatan industri, pariwisata, dan maritim. Strategi utamanya 

adalah mengembangkan kawasan pelabuhan, industri, dan 

pariwisata secara terpadu serta membangun sarana dan prasarana 

penunjangnya. 

b. Pengembangan Wilayah Tengah: Diarahkan sebagai pusat 

pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, serta 

industri. Strategi yang diterapkan adalah mengembangkan fungsi-

fungsi tersebut dan melengkapinya dengan sarana dan prasarana 

pendukung yang memadai. 

c. Pengembangan Wilayah Selatan: Ditetapkan sebagai penunjang 

kegiatan agropolitan. Strateginya adalah mengembangkan kawasan 

agropolitan dan membangun infrastruktur yang relevan untuk 

mendukungnya. 
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2. Rencana Struktur Ruang dan Hierarki Pusat Pertumbuhan 

Implementasi dari strategi pengembangan wilayah diwujudkan 

melalui penetapan struktur ruang yang terstruktur dalam sistem 

perkotaan. Sistem ini menentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan 

yang akan menjadi simpul pelayanan sosial, ekonomi, dan administrasi. 

Hierarki tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN): Ditetapkan di Perkotaan Lamongan, 

yang berfungsi melayani kegiatan berskala internasional, nasional, 

atau beberapa provinsi serta menjadi bagian dari Kawasan 

Perkotaan Gerbangkertosusila. 

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL): Berfungsi melayani kegiatan skala 

kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan di: 

 Perkotaan Paciran-Brondong 

 Perkotaan Babat 

 Perkotaan Sukodadi 

 Perkotaan Ngimbang 

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): Berfungsi melayani kegiatan skala 

kecamatan atau beberapa desa. Terdapat 21 PPK yang tersebar di 

berbagai ibukota kecamatan. 

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL): Berfungsi sebagai pusat 

permukiman yang melayani kegiatan skala antardesa. PPL 

ditetapkan di Desa Sumberdadi (Kec. Mantup), Desa Deketagung 

(Kec. Sugio), Desa Sungelebak (Kec. Karanggeneng), Desa Centini 

(Kec. Laren), dan Desa Weru (Kec. Paciran). 

3. Fokus Pengembangan pada Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 

Untuk mengakselerasi pertumbuhan, RTRW menetapkan beberapa 

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan 

pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus utama pengembangan 

potensi wilayah: 

a. Kawasan Industri dan Maritim: Berada di Wilayah Utara (Kecamatan 

Paciran dan Brondong), sebagai kawasan industri strategis yang 

didukung oleh Pelabuhan Laut (LIS) dan Pelabuhan Penyeberangan. 

b. Kawasan Agropolitan: Berada di Wilayah Selatan, dengan pusat 

pengembangan di Kecamatan Ngimbang. Kawasan ini didukung oleh 
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Kecamatan Mantup, Kembangbahu, Sukorame, Bluluk, Sambeng, 

Modo, Sugio, dan Kedungpring. 

c. Kawasan Minapolitan: 

 Minapolitan Perikanan Tangkap, berpusat di Kecamatan 

Brondong dan didukung oleh Kecamatan Paciran. 

 Minapolitan Perikanan Budidaya, berpusat di Kecamatan 

Glagah dan didukung oleh kecamatan-kecamatan di sekitarnya. 

d. Kawasan Perdagangan dan Jasa: Dengan pusat pengembangan di 

Kecamatan Babat, yang berfungsi sebagai pusat perdagangan skala 

regional. 

Dengan demikian, potensi pengembangan wilayah Kabupaten 

Lamongan dilaksanakan secara terencana dan terarah dengan mengacu 

pada struktur ruang dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam 

RTRW, guna mewujudkan pembangunan yang seimbang, berdaya saing, 

dan berkelanjutan. 

 

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana 

Kawasan rawan bencana berdasarkan data dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan meliputi kawasan 

rawan banjir, gelombang pasang, kebakaran, kekeringan, tanah longsor 

dan gempa bumi dengan rincian sebagai berikut : 

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 

Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang potensial 

untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir 

(pernah atau berulangkali). Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lamongan 

terjadi diseluruh kecamatan akibat luapan Sungai Bengawan Solo, luapan 

Kali Lamongan, dan anak-anak sungai lainnya karena curah hujan yang 

tinggi, perubahan penggunaan lahan, kurangnya areal resapan serta daya 

tampung sungai yang semakin berkurang karena adanya sedimentasi dan 

sampah. Berikut sajian tabel yang berkaitan dengan kawasan rawan 

bencana banjir di daerah Kabupaten Lamongan: 
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Tabel 2.3 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Banjir Kab. Lamongan 

No. KECAMATAN 
Risiko 

Rendah (Ha) 

Risiko 

Sedang (Ha) 

Risiko 

Tinggi (Ha) 

Total 

Terdampak 

(Ha) 

1 Babat 1,343.86 2,137.86 1,119.96 4,601.68 

2 Bluluk 942.11 866.71 74.46 1,883.28 

3 Brondong 536.02 1,355.54 592.96 2,484.52 

4 Deket 464.05 2,181.35 1,792.39 4,437.79 

5 Glagah 542.85 2,556.26 1,973.54 5,072.65 

6 Kalitengah 688.14 1,469.25 1,618.54 3,775.93 

7 Karangbinangun 875.99 1,877.76 1,913.25 4,667.00 

8 Karanggeneng 1,081.89 1,736.33 1,395.20 4,213.42 

9 Kedungpring 1,703.83 1,652.43 481.34 3,837.60 

10 Kembangbahu 1,384.52 1,183.12 96.01 2,663.65 

11 Lamongan 1,169.78 1,937.09 1,113.16 4,220.03 

12 Laren 1,189.57 2,611.30 2,768.56 6,569.43 

13 Maduran 1,228.37 1,195.10 690.74 3,114.21 

14 Mantup 817.53 897.16 107.02 1,821.71 

15 Modo 1,640.39 1,840.34 520.55 4,001.28 

16 Ngimbang 1,035.17 1,003.35 142.55 2,181.07 

17 Paciran 244.57 423.13 33.84 701.54 

18 Pucuk 1,312.61 1,599.68 1,054.29 3,966.58 

19 Sambeng 1,212.07 1,858.20 164.96 3,235.23 

20 Sarirejo 551.37 627.23 392.48 1,571.08 

21 Sekaran 1,294.84 2,412.61 1,736.47 5,443.92 

22 Solokuro 198.01 317.10 16.55 531.66 

23 Sugio 2,145.23 1,910.38 526.36 4,581.97 

24 Sukodadi 1,474.08 2,143.68 879.71 4,497.47 

25 Sukorame 348.59 521.61 50.71 920.91 

26 Tikung 1,152.89 1,140.13 195.55 2,488.57 

27 Turi 1,076.85 2,680.56 1,621.27 5,378.68 

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Lamongan Tahun 2023 (diolah) 
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2. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang 

Kawasan rawan bencana gelombang pasang merupakan suatu 

kawasan yang potensial dilanda gelombang tinggi yang ditimbulkan karena 

efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, juga berpotensi 

kuat dalam menimbulkan bencana alam. Gelombang pasang terjadi di 

wilayah Kabupaten Lamongan pada kawasan desadesa yang berada di 

kawasan pesisir, seperti:  

a. Kecamatan Brondong, meliputi Desa Labuhan, Desa Lohgung, Desa 

Sedayulawas dan Kelurahan Brondong  

b. Kecamatan Paciran, meliputi Desa Banjarwati, Desa Drajat, Desa 

Kandangsemangkon, Desa Kemantren, Desa Kranji, Desa Paciran, Desa 

Sidokelar, Desa Tlogosadang, Desa Tunggul, Desa Blimbing, Desa Weru, 

Desa Sidokumpul, Desa Waru Lor dan Desa Paloh  

Berikut disajikan tabel luas wilayah berdasarkan kawasan rawan 

bencana gelombang pasang di Kabupaten Lamongan: 

Tabel 2.4 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang 

 

NO 

 

KECAMATAN 

BAHAYA 

TOTAL LUAS 
(Ha) 

KELAS 

1 Paciran 168.94 Sedang 

2 Brondong 182.85 Sedang 

Kabupaten Lamongan 351 Sedang 
 

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Lamongan Tahun 2023 

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya setiap 

kecamatan. Total luas bahaya dari 2 (dua) kecamatan berpotensi bencana 

gelombang ekstrim dan abrasi adalah 722 Ha dan berada pada kelas 

sedang. Kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dilihat berdasarkan 

nilai kelas pada setiap kecamatan di Kabupaten Lamongan. 

 

3. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor 

Bencana tanah longsor merupakan salah satu dari sembilan potensi 

bencana yang diidentifikasi di Kabupaten Lamongan, dengan skala prioritas 

risiko di tingkat ketiga. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) 

yang menggunakan parameter kemiringan lereng dan zona kerentanan 

gerakan tanah, profil risiko tanah longsor di Lamongan bersifat sangat 

spesifik dan terlokalisir, tidak tersebar merata di seluruh wilayah. 
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Kajian risiko secara tegas mengidentifikasi bahwa potensi bahaya 

tanah longsor secara signifikan terdapat di 4 (empat) dari 27 kecamatan di 

Kabupaten Lamongan. Keempat kecamatan tersebut adalah: Kecamatan 

Sambeng: Memiliki area bahaya paling luas dengan total risiko mencakup 

109,13 Ha. Wilayah ini memiliki tingkat risiko yang bervariasi, terdiri dari 

19,78 Ha berisiko rendah, 27,5 Ha berisiko sedang, dan 61,85 Ha berisiko 

tinggi. 

1. Kecamatan Brondong: Menunjukkan tingkat bahaya yang signifikan 

dengan total 88,91 Ha, didominasi oleh 76,03 Ha area berisiko 

tinggi, 11,88 Ha berisiko sedang, dan 1 Ha berisiko rendah. 

2. Kecamatan Sukorame: Memiliki total area bahaya seluas 68,18 Ha, 

yang terbagi atas 12,87 Ha berisiko rendah dan 55,31 Ha berisiko 

sedang, tanpa ada area berisiko tinggi. 

3. Kecamatan Ngimbang: Area bahaya di kecamatan ini mencakup 

total 54,8 Ha, dengan rincian 7,64 Ha berisiko rendah, 10,64 Ha 

berisiko sedang, dan 36,52 Ha berisiko tinggi. 

Berikut disajikan tabel luas wilayah berdasarkan kawasan rawan 

bencana tanah longsor di Kabupaten Lamongan. 

Tabel 2.5 Luas Wilayah Kawasan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor 

KECAMATAN 

Luas Lahan Bahaya Tanah 
Longsor (Ha) 

Risiko 
Rendah 

Risiko 
Sedang 

Risiko 
Tinggi 

Kecamatan Babat 0 0 0 

Kecamatan Bluluk 0 0 0 

Kecamatan 
Brondong 

1 11.88 76.03 

Kecamatan Deket 0 0 0 

Kecamatan Glagah 0 0 0 

Kecamatan 
Kalitengah 

0 0 0 

Kecamatan 
Karangbinangun 

0 0 0 

Kecamatan 

Karanggeneng 
0 0 0 

Kecamatan 

Kedungpring 
0 0 0 

Kecamatan 

Kembangbahu 
0 0 0 

Kecamatan 

Lamongan 
0 0 0 

Kecamatan Laren 0 0 0 
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KECAMATAN 

Luas Lahan Bahaya Tanah 
Longsor (Ha) 

Risiko 

Rendah 

Risiko 

Sedang 

Risiko 

Tinggi 

Kecamatan 

Maduran 
0 0 0 

Kecamatan Mantup 0 0 0 

Kecamatan Modo 0 0 0 

Kecamatan 

Ngimbang 
7.64 10.64 36.52 

Kecamatan Paciran 0 0 0 

Kecamatan Pucuk 0 0 0 

Kecamatan 

Sambeng 
19.78 27.5 61.85 

Kecamatan Sarirejo 0 0 0 

Kecamatan Sekaran 0 0 0 

Kecamatan 
Solokuro 

0 0 0 

Kecamatan Sugio 0 0 0 

Kecamatan 

Sukodadi 
0 0 0 

Kecamatan 

Sukorame 
12.87 55.31 0 

Kecamatan Tikung 0 0 0 

Kecamatan Turi 0 0 0 
Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Lamongan Tahun 2023 

 

4. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan 

Pengkajian bahaya kekeringan di Kabupaten Lamongan dilakukan 

berdasarkan parameter utama meteorologi menggunakan data curah 

hujan bulanan Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) periode 1998–

2014 dari sumber data National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) tahun 1998-2015. Dari parameter bahaya kekeringan tersebut, 

maka dapat ditentukan luas terpapar bahaya per kecamatan yang 

terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Lamongan. 

Analisis bahaya kekeringan memetakan sebaran risiko di 27 

kecamatan ke dalam tiga kelas: rendah, sedang, dan tinggi. Pola sebaran 

ini menunjukkan adanya konsentrasi risiko di wilayah tertentu: 

1. Zona Risiko Tinggi: Kecamatan-kecamatan yang memiliki area 

bahaya berisiko tinggi paling luas umumnya berada di wilayah utara 

dan selatan. Wilayah-wilayah ini meliputi Kecamatan Laren 

(8.748,94 Ha), Modo (8.317,62 Ha), Brondong (7.648,46 Ha), 
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Solokuro (7.202,57 Ha), Babat (5.777,67 Ha), dan Kedungpring 

(5.712,85 Ha). 

2. Zona Risiko Sedang: Beberapa kecamatan didominasi oleh bahaya 

risiko sedang, seperti Kecamatan Sugio (9.023,73 Ha), Sambeng 

(7.179,38 Ha), dan Ngimbang (6.710,14 Ha). 

3. Zona Risiko Rendah: Sebaliknya, wilayah yang relatif lebih aman 

dari bahaya kekeringan dan didominasi oleh risiko rendah 

terkonsentrasi di bagian tengah, mencakup Kecamatan Mantup 

(9.259,73 Ha), Kembangbahu (6.484,82 Ha), Tikung (5.639,09 Ha), 

dan Glagah (5.076,31 Ha). 

Tabel 2.6 Luas Wilayah Kawasan Kawasan Rawan Bencana Kekeringan 

KECAMATAN 

Luas Lahan Bahaya Kekeringan (Ha) 

Risiko 

Rendah 

Risiko 

Sedang 

Risiko 

Tinggi 

Kecamatan Babat 0 656,46 5777,67 

Kecamatan Bluluk 0 0 6105,15 

Kecamatan Brondong 0 0 7648,46 

Kecamatan Deket 4439,32 0 0 

Kecamatan Glagah 5076,31 0 0 

Kecamatan Kalitengah 0 3777,91 0 

Kecamatan 
Karangbinangun 

1423,07 3272,11 0 

Kecamatan 
Karanggeneng 

3456,83 779,62 0 

Kecamatan 

Kedungpring 
0 2942,37 5712,85 

Kecamatan 

Kembangbahu 
6484,82 414,89 0 

Kecamatan Lamongan 4087,2 145,76 0 

Kecamatan Laren 0 1149,78 8748,94 

Kecamatan Maduran 0 22,49 3128,89 

Kecamatan Mantup 9259,73 0,11 0 

Kecamatan Modo 0 0 8317,62 

Kecamatan Ngimbang 0 6710,14 2872,13 

Kecamatan Paciran 0 613,08 5209,47 

Kecamatan Pucuk 0 4755,15 34,28 

Kecamatan Sambeng 8327,99 7179,38 0 

Kecamatan Sarirejo 4893,92 0 0 

Kecamatan Sekaran 0 1271,45 4178,8 

Kecamatan Solokuro 0 2178,44 7202,57 

Kecamatan Sugio 106,51 9023,73 0,48 

Kecamatan Sukodadi 981,28 3774,11 0 

Kecamatan Sukorame 0 0 3871,4 

Kecamatan Tikung 5639,09 0 0 

Kecamatan Turi 1280,45 4098,24 0 
 

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Lamongan Tahun 2023 
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5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran 

Kawasan rawan bencana kebakaran di Kabupaten Lamongan 

terutama terjadi pada kawasan hutan, baik kawasan hutan produksi 

maupun kawasan hutan lindung. Berikut disajikan uraian tabel terkait 

luas wilayah kawasan bencana kebakaran yang melanda di Kabupaten 

Lamongan: 

 

Tabel 2.7 Luas Wilayah Kawasan Kawasan Rawan Bencana Kebakaran 

NO KECAMATAN 
BAHAYA 

TOTAL LUAS (HA) KELAS 

1 Sukorame 807 Sedang 

2 Bluluk 3.590 Sedang 

3 Ngimbang 5.133 Tinggi 

4 Sambeng 5.865 Sedang 

5 Mantup 1.947 Sedang 

6 Kembangbahu 1.281 Tinggi 

7 Sugio 1.532 Tinggi 

8 Kedungpring 1.217 Tinggi 

9 Modo 1.453 Sedang 

10 Babat 436 Tinggi 

11 Pucuk 450 Tinggi 

12 Sukodadi 1.307 Tinggi 

13 Lamongan 767 Tinggi 

14 Tikung 180 Sedang 

15 Sarirejo 158 Tinggi 

16 Deket 1.257 Tinggi 

17 Glagah 835 Tinggi 

18 Karangbinangun 436 Tinggi 

19 Turi 1.709 Tinggi 

20 Kalitengah 108 Tinggi 

21 Karanggeneng 437 Tinggi 

22 Sekaran 184 Tinggi 

23 Maduran 383 Tinggi 

24 Laren 553 Tinggi 

25 Solokuro 1.719 Tinggi 

26 Paciran 75 Tinggi 

27 Brondong 947 Tinggi 

Kabupaten Lamongan 34.769 Tinggi 
 

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Lamongan Tahun 2023 
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6. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi 

Bencana gempa bumi diidentifikasi sebagai potensi bencana dengan 

skala prioritas kelima di Kabupaten Lamongan. Berbeda dengan risiko lain 

yang bersifat terlokalisir, hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) menunjukkan 

bahwa potensi bahaya gempa bumi tersebar merata dan mencakup seluruh 

wilayah di 27 kecamatan. 

Namun, karakteristik utama dari risiko ini adalah tingkat 

intensitasnya yang relatif rendah hingga sedang. Kajian yang didasarkan 

pada parameter kelas topografi dan potensi intensitas guncangan di batuan 

dasar maupun di permukaan permukiman secara tegas menyimpulkan 

bahwa tidak ada wilayah di Kabupaten Lamongan yang masuk dalam 

kategori risiko tinggi. 

Sebaran risiko gempa bumi di Kabupaten Lamongan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Dominasi Risiko Rendah: Sebagian besar luas wilayah Kabupaten 

Lamongan, yang mencakup hampir seluruh area di 27 kecamatan, 

masuk dalam kategori risiko rendah. Ini berarti potensi guncangan 

yang mungkin terjadi diperkirakan tidak akan menyebabkan 

kerusakan struktural yang masif pada bangunan yang memiliki 

konstruksi standar. 

2. Area Risiko Sedang yang Terbatas: Meskipun tersebar luas, hanya 

sebagian kecil wilayah di beberapa kecamatan yang teridentifikasi 

memiliki tingkat risiko sedang. Area ini terdapat di Kecamatan 

Bluluk (11,53 Ha), Mantup (1,33 Ha), Ngimbang (3,34 Ha), Sambeng 

(4,33 Ha), dan Sukorame (15,38 Ha). Total luas area berisiko sedang 

ini sangat kecil jika dibandingkan dengan luas keseluruhan 

kabupaten, namun tetap memerlukan perhatian khusus. 

Tabel 2.8 Luas Wilayah Kawasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi 

KECAMATAN 

Luas Lahan Bahaya Gempa Bumi (Ha) 

Risiko Rendah 
Risiko 
Sedang 

Risiko 
Tinggi 

Kecamatan Babat 6327,25 0 0 

Kecamatan Bluluk 5994,53 11,53 0 

Kecamatan 

Brondong 
7545,72 0 0 

Kecamatan Deket 4372,64 0 0 

Kecamatan Glagah 4996,6 0 0 

Kecamatan 

Kalitengah 
3719,14 0 0 
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KECAMATAN 

Luas Lahan Bahaya Gempa Bumi (Ha) 

Risiko Rendah 
Risiko 

Sedang 

Risiko 

Tinggi 

Kecamatan 
Karangbinangun 

4627,56 0 0 

Kecamatan 
Karanggeneng 

4171,56 0 0 

Kecamatan 
Kedungpring 

8517,57 0 0 

Kecamatan 
Kembangbahu 

6788,81 0 0 

Kecamatan 
Lamongan 

4167,36 0 0 

Kecamatan Laren 9752,22 0 0 

Kecamatan 

Maduran 
3103,82 0 0 

Kecamatan Mantup 9109,68 1,33 0 

Kecamatan Modo 8183,47 0 0 

Kecamatan 
Ngimbang 

9417,5 3,34 0 

Kecamatan Paciran 5738,09 0 0 

Kecamatan Pucuk 4715,5 0 0 

Kecamatan 
Sambeng 

15252,17 4,33 0 

Kecamatan Sarirejo 4813,82 0 0 

Kecamatan 

Sekaran 
5371 0 0 

Kecamatan 

Solokuro 
9246,93 0 0 

Kecamatan Sugio 8986,18 0 0 

Kecamatan 
Sukodadi 

4681,7 0 0 

Kecamatan 
Sukorame 

3787,12 15,38 0 

Kecamatan Tikung 5549,26 0 0 

Kecamatan Turi 5296,55 0 0 
Sumber :  Dokumen KRB Kabupaten Lamongan Tahun 2023
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Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor 
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Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir 
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2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 

A. Daya Dukung Air 

Kabupaten Lamongan memiliki Perhitungan status daya dukung 

lingkungan berbasis jasa ekosistem air dilakukan berdasarkan metode grid. 

Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang mebagi suatu wilayah 

menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Perhitungan 

status daya dukung air metode grid menggunakan 3 data spasial yaitu data 

wilayah DAS, data jasa ekosistem penyedia air bersih, serta data grid ukuran 

150x150.  

Daya dukung air di Kabupaten Lamongan defisit -233,747,313 

sebagaimana tabel 3.15. Namun terdapat beberapa kecamatan yang mengalami 

surplus diantaranya adalah Kecamatan Kedungpring, Modo, Deket, 

Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren. 

Berikut kondisi daya dukung air Kabupaten Lamongan: 
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Tabel 2.9 Daya Dukung Air Kabupaten Lamongan Tahun 2023 

 

Wilayah 
Kecamatan 

Jumlah 
Penduduk 

BPS 

Ketersediaan 
Air (M3/Thn) 

Jumlah Penduduk 
Sistem Grid (Jiwa) 

150x150 M 

Kebutuhan 
Domestik 
(M3/Thn) 

Kebutuhan Air 
Untuk Kegiatan 

Ekonomi Berbasis 
Lahan (M3/Thn) 

Kebutuhan Air 
Total 

Ambang Batas 
Penduduk 

Sistem Grid 

(150x150 M) 

Nilai Ambang 
Batas 

Sukorame 21,639 15,102,447 21,639 1,869,610 26,674,179 28,543,789 4,837 -13,441,342 

Bluluk 23,097 39,815,927 23,097 1,995,581 40,985,240 42,980,821 19,141 -3,164,894 

Ngimbang 49,497 40,336,519 49,497 4,276,541 54,910,749 59,187,290 25,934 -18,850,771 

Sambeng 52,824 53,737,122 52,824 4,563,994 54,917,406 59,481,400 45,644 -5,744,278 

Mantup 46,906 26,630,290 46,906 4,052,678 58,350,317 62,402,995 2,190 -35,772,705 

Kembangbahu 50,613 25,855,335 50,613 4,372,963 62,331,940 66,704,903 -449 -40,849,568 

Sugio 63,255 65,088,256 63,255 5,465,232 63,875,412 69,340,644 57,940 -4,252,388 

Kedungpring 62,045 71,524,062 62,045 5,360,688 59,163,973 64,524,661 70,794 6,999,401 

Modo 51,247 68,788,151 51,247 4,427,741 62,789,504 67,217,245 53,211 1,570,906 

Babat 91,285 38,576,477 91,285 7,887,024 45,978,202 53,865,226 72,174 -15,288,749 

Pucuk 48,869 33,624,754 48,869 4,222,282 34,453,402 38,675,683 42,555 -5,050,929 

Sukodadi 59,592 41,582,049 59,592 5,148,749 40,581,187 45,729,935 54,407 -4,147,887 

Lamongan 71,080 34,188,664 71,080 6,141,312 33,388,524 39,529,836 64,404 -5,341,172 

Tikung 47,622 24,283,503 47,622 4,114,541 51,661,718 55,776,259 8,256 -31,492,756 

Sarirejo 25,597 19,515,185 25,597 2,211,581 46,706,458 48,918,038 -11,157 -29,402,853 

Deket 44,057 45,520,743 44,057 3,806,525 41,387,233 45,193,758 44,466 326,985 

Glagah 41,347 48,168,038 41,347 3,572,381 47,436,289 51,008,670 37,796 -2,840,632 
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Wilayah 
Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 
BPS 

Ketersediaan 
Air (M3/Thn) 

Jumlah Penduduk 

Sistem Grid (Jiwa) 
150x150 M 

Kebutuhan 

Domestik 
(M3/Thn) 

Kebutuhan Air 
Untuk Kegiatan 

Ekonomi Berbasis 
Lahan (M3/Thn) 

Kebutuhan Air 
Total 

Ambang Batas 
Penduduk 

Sistem Grid 

(150x150 M) 

Nilai Ambang 
Batas 

Karangbinangun 40,943 47,168,056 40,943 3,537,475 42,326,724 45,864,199 42,573 1,303,857 

Turi 55,282 53,550,024 55,282 4,776,365 47,795,644 52,572,008 56,505 978,015 

Kalitengah 36,549 34,352,096 36,549 3,157,834 29,637,058 32,794,892 38,496 1,557,204 

Karanggeneng 44,216 34,152,667 44,216 3,820,262 27,823,596 31,643,858 47,352 2,508,809 

Sekaran 44,343 48,210,899 44,343 3,831,235 38,766,403 42,597,638 51,360 5,613,261 

Maduran 34,162 30,095,308 34,162 2,951,597 25,427,510 28,379,106 36,307 1,716,202 

Laren 51,091 80,115,122 51,091 4,414,262 52,022,088 56,436,350 80,689 23,678,771 

Solokuro 49,904 55,111,126 49,904 4,311,706 56,456,060 60,767,766 42,833 -5,656,639 

Paciran 99,986 26,523,782 99,986 8,638,790 37,272,553 45,911,344 75,752 -19,387,562 

Brondong 78,787 45,392,397 78,787 6,799,334 77,908,662 84,707,996 29,552 -39,315,599 

Jumlah 1,385,835 1,147,009,000 1,385,835 119,728,282 1,261,028,031 1,380,756,313 1,093,560 -233,747,313 

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Lamongan 2025 – 2029 
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Tabel 2.10 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 

 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Penduduk 
Sistem Grid 
(150x150) 

Ketersediaan 

Air 
(m3/Tahun) 

Kebutuhan 

Domestik 
(M3/THN) 

Kebutuhan Air 
untuk Kegiatan 

Ekonomi 
Berbasis Lahan 

Kebutuhan 
Air Total 

Ambang 
Batas 

Penduduk 
Sistem Grid 
(150 x 150 

m) 

Nilai 

Ambang 
Batas 

(m3/thn) 

Th 2025 1,394,222 1,394,222 1,135,538,910 120,452,871 1,273,638,311 1,394,091,182 1,104,121 
-

258,552,272 

Th 2026 1,401,608 1,401,608 1,124,068,820 121,090,979 1,286,248,592 1,407,339,571 1,114,614 
-

283,270,751 

Th 2027 1,408,508 1,408,508 1,112,598,730 121,687,100 1,298,858,872 1,420,545,972 1,125,073 
-

307,947,242 

Th 2028 1,414,913 1,414,913 1,101,128,640 122,240,456 1,311,469,152 1,433,709,608 1,135,499 
-

332,580,968 

Th 2029 1,420,809 1,420,809 1,089,658,550 122,749,837 1,324,079,433 1,446,829,269 1,145,890 
-

357,170,719 

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tahun 2025. 
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B. Daya Dukung Pangan 

Dalam memetakan status daya dukung pangan berbasis jasa ekosistem 

pangan terdiri dari tiga bagian meliputi pendistribusian penduduk dalam grid, 

perhitungan kebutuhan pangan, perhitungan ketersedian bahan pangan, 

penentuan status daya dukung lingkungan berdasarkan ambang batas dan 

visualisasi distribusi status daya dukung pangan dalam peta. Status daya 

dukung pangan di Kabupaten Lamongan surplus dengan nilai status 

kebutuhan pangan 11.57. Dari seluruh kecamatan yang ada, Kecamatan 

Paciran memiliki nilai ambang batas penduduk -41,067 artinya bahwa 

Kecamatan Paciran sudah melebihi ambang batas penduduk maksimal yang 

dapat ditampung berdasarkan ketersediaan bahan pangan dan status 

kebutuhan pangan 0,59 berarti sudah melebihi ambang batas kebutuhan 

bahan pangan. Berikut ini adalah kondisi daya dukung pangan di Kabupaten 

Lamongan: 

 

Tabel 2.11 Daya Dukung Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 

Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
BPS Jiwa 

Jumlah 
Penduduk 

Sistem Grid 
(Jiwa) 

150x150 M 

Jumlah 
Kebutuhan 

Bahan 
Pangan 

Jumlah 
Ketersediaan 

Bahan 
Pangan 

Ambang 
Batas 

Penduduk 

Nilai 
Ambang 
Batas 

Penduduk 

Nilai 
Status 

Kebutuhan 
Pangan 

Sukorame 21,639 21,639 1,500,665 27,905,000 402,379 380,740 18.60 

Bluluk 23,097 23,097 1,601,777 32,290,000 465,609 442,512 20.16 

Ngimbang 49,497 49,497 3,432,617 51,038,000 735,948 686,451 14.87 

Sambeng 52,824 52,824 3,663,344 41,332,000 595,991 543,167 11.28 

Mantup 46,906 46,906 3,252,931 54,373,000 784,037 737,131 16.72 

Kembangbahu 50,613 50,613 3,510,012 56,199,000 810,368 759,755 16.01 

Sugio 63,255 63,255 4,386,734 81,809,000 1,179,654 1,116,399 18.65 

Kedungpring 62,045 62,045 4,302,821 64,902,000 935,862 873,817 15.08 

Modo 51,247 51,247 3,553,979 69,149,000 997,102 945,855 19.46 

Babat 91,285 91,285 6,330,615 58,556,000 844,355 753,070 9.25 

Pucuk 48,869 48,869 3,389,065 43,981,000 634,189 585,320 12.98 

Sukodadi 59,592 59,592 4,132,705 54,290,000 782,841 723,249 13.14 

Lamongan 71,080 71,080 4,929,398 33,279,000 479,870 408,790 6.75 

Tikung 47,622 47,622 3,302,586 53,836,000 776,294 728,672 16.30 

Sarirejo 25,597 25,597 1,775,152 51,908,000 748,493 722,896 29.24 

Deket 44,057 44,057 3,055,353 26,906,000 387,974 343,917 8.81 

Glagah 41,347 41,347 2,867,414 28,855,000 416,078 374,731 10.06 

Karangbinangun 40,943 40,943 2,839,397 29,863,000 430,613 389,670 10.52 
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Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
BPS Jiwa 

Jumlah 
Penduduk 

Sistem Grid 
(Jiwa) 

150x150 M 

Jumlah 
Kebutuhan 

Bahan 
Pangan 

Jumlah 
Ketersediaan 

Bahan 
Pangan 

Ambang 
Batas 

Penduduk 

Nilai 
Ambang 
Batas 

Penduduk 

Nilai 
Status 

Kebutuhan 
Pangan 

Turi 55,282 55,282 3,833,807 36,702,000 529,229 473,947 9.57 

Kalitengah 36,549 36,549 2,534,673 20,420,000 294,448 257,899 8.06 

Karanggeneng 44,216 44,216 3,066,380 30,433,000 438,832 394,616 9.92 

Sekaran 44,343 44,343 3,075,187 42,434,000 611,882 567,539 13.80 

Maduran 34,162 34,162 2,369,135 36,612,000 527,931 493,769 15.45 

Laren 51,091 51,091 3,543,161 55,091,000 794,391 743,300 15.55 

Solokuro 49,904 49,904 3,460,842 17,450,000 251,622 201,718 5.04 

Paciran 99,986 99,986 6,934,029 4,086,000 58,919 -41,067 0.59 

Brondong 78,787 78,787 5,457,568 7,950,000 114,636 35,849 1.46 

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tahun 2025 

Tahapan yang dilakukan untuk memetakan status daya dukung 

pangan berbasis jasa ekosistem pangan terdiri dari tiga bagian meliputi 

pendistribusian penduduk dalam grid, perhitungan kebutuhan pangan, 

perhitungan ketersedian bahan pangan, penentuan status daya dukung 

lingkungan berdasarkan ambang batas dan visualisasi distribusi status daya 

dukung pangan. 

 Prediksi daya dukung pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2029 

adalah surplus dengan nilai status kebutuhan pangan 10.49. Artinya bahwa 

Kabupaten Lamongan belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan. 

Namun dari tahun ke tahun nilai status kebutuhan pangan di Kabupaten 

Lamongan mengalami penurunan artinya bahwa Pemerintah Kabupaten 

Lamongan perlu untuk memperhatikan hal tersebut. Beberapa kebijakan 

yang dapat dilakukan agar adanya penetapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, konservasi tanah dan air dan pemanfaatan teknologi. 

 

Tabel 2.12 Prediksi Daya Dukung Pangan Tahun 2025 - 2029 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(BPS) 

Jumlah 

Penduduk 
Sistem 

Grid 

Jumlah 

Kebutuhan 

Pangan 

Jumlah 

Ketersediaan 

Pangan 

Ambang 

Batas 

Penduduk 

Nilai 

Ambang 

Batas 

Penduduk 

Nilai 

Status 

Kebutuhan 

Pangan 
(150x150) 

Th 2025 1,394,222 1,394,222 96,682,947 1,078,299,530 15,548,659 14,154,437 11.15 

Th 2026 1,401,608 1,401,608 97,195,132 1,067,183,040 15,388,364 13,986,756 10.98 

Th 2027 1,408,508 1,408,508 97,673,616 1,056,066,550 15,228,068 13,819,560 10.81 

Th 2028 1,414,913 1,414,913 98,117,773 1,044,950,060 15,067,773 13,652,860 10.65 
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Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

(BPS) 

Jumlah 

Penduduk 

Sistem 

Grid 

Jumlah 
Kebutuhan 

Pangan 

Jumlah 
Ketersediaan 

Pangan 

Ambang 
Batas 

Penduduk 

Nilai 

Ambang 

Batas 

Penduduk 

Nilai 

Status 
Kebutuhan 

Pangan 
(150x150) 

Th 2029 1,420,809 1,420,809 98,526,634 1,033,833,570 14,907,478 13,486,669 10.49 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan, Tahun 2025. 

 

2.1.1.5 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 

A. Indeks Ketahanan Pangan 

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebuah indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu negara atau wilayah. 

Indeks ini menggambarkan seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan 

pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi penduduknya. 

Berikut ini merupakan indeks ketahanan pangan di Kabupaten lamongan: 

 

Gambar 2.4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 

Sumber: DKPP Kabupaten Lamongan 

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Lamongan menunjukkan tren yang 

semakin meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada grafik di atas 

dimana pada tahun 2021 memiliki capaian sebesar 86,86 kemudian pada 

tahun 2024 menjadi 90,30. Peningkatan pada indeks ketahanan pangan ini 

bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah adanya peningkatan 

kualitas pangan masyarakat dan semakin mudahnya masyarakat di 

Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan akses pangan yang layak sehingga 

kualitas hidupnya bisa semakin meningkat. 

 

2.1.1.6 Lingkungan Hidup Berkualitas 

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan 

lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks 

Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH 

dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas 

86,87 86,96 86,97

90,30

2021 2022 2023 2024
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lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses 

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk 

menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang 

diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total 

Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur 

berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur 

berdasarkan luas tutupan hutan. Berikut di bawah ini merupakan kondisi 

indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan: 

 

Gambar 2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi IKLH Kabupaten Lamongan 

selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) perkembangan dengan tren yang 

semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan ini terjadi karena terjadi 

perubahan komposit dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup 

pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi skor IKLH di Kabupaten 

Lamongan.  

Dari hasil ekspose IKLH Tahun 2023 adalah 64,27 yang terdiri atas nilai 

Indeks Kualitas Air (IKA) 56.90, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)  84,12 dan 

nilai IKL 40.21, Sedangkan capaian nilai IKLH Kabupaten Lamongan Tahun 

2024, nilai IKLH Kabupaten Lamongan adalah 63.33 berada diatas target 

IKLH Tahun 2024 sebesar 62.08 yang terdiri atas Nilai IKA 57.69, nilai IKU 

81.41 dan nilai IKL 39.59. Adapun nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)  telah 

mencapai target tahun 2024 tetapi tidak melampau capaian Tahun 2023. 

Penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 disebabkan 

karena hasi penurunan kualitas udara ambien/passive sampler. Parameter 

NO2 dan SO2 cenderung naik dikawasan peruntukan industri. Untuk nilai 

IKL Tahun 2023 dan 2024 tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan hasil 

pembacaan delianasi peta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) yang menggambarkan pengurangan luas tutupan lahan 

72,67

64,92 64,7 64,27 63,33

2020 2021 2022 2023 2024
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karena alih fungsi lahan menjadi kegiatan perhutanan sosial dan adanya 

kasus kebakaran lahan. 

B. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah 

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

menyebutkan potensi timbulan sampah Kabupaten Lamongan dalam setahun 

sebesar 201,686.44 ton/tahun atau 552.57 ton/hari. Prosentase sampah 

tertangani sebesar 36.65% sedangkan prosentase sampah terkelola 50.73%. 

Berikut informasi terkait timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan 

Sampah di Kabupaten Lamongan: 

 

Gambar 2.6 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten 

Lamongan 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2025 

Timbulan sampah terolah fasilitas di Kabupaten Lamongan 

menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023. Kegiatan yang 

berkontribusi terhadap pengurangan sampah antara lain pembatasan 

timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang sampah. 

Sedangkan kegiatan-kegiatan penanganan sampah antara lain 

pemilahan/pengumpulan, pengangkutan sampah ke tempat pengolahan 

sampah (residu pemilahan) dan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan 

akhir (residu pengolahan). 

 

2.1.1.7 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 

A. Indeks Risiko Bencana 

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah sebuah indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kerentanannya suatu wilayah terhadap bencana 

alam, serta kapasitas daerah tersebut dalam menghadapi dan mengurangi 

dampak bencana. Indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti 

frekuensi dan intensitas bencana, kerentanannya terhadap bahaya (seperti 

gempa bumi, banjir, longsor, atau tsunami), serta kesiapsiagaan dan 

34,128 32,949

102,306 104,974

2021 2022 2023 2024
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kapasitas respons pemerintah dan masyarakat terhadap bencana. Capaian 

IRB pada tahun 2024 90,89. IRB dipengaruhi oleh komponen Indeks Bahaya, 

Indeks Kerentanan dan Indeks Kapasitas.Capaian IRB Kabupaten Lamongan 

dapat dilihat pada grafis di bawah ini: 

 

Gambar 2.7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lamongan 

Sumber: BPBD Kabupaten Lamongan 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa indeks risiko bencana 

Kabupaten Lamongan mengalami tren dengan perkembangan yang semakin 

menurun setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kerentanan 

Kabupaten Lamongan terhadap bencana semakin berkurang dan berarti 

Kabupaten Lamongan telah berhasil mengurangi risiko bencana melalui 

berbagai upaya mitigasi, seperti pembangunan infrastruktur yang lebih tahan 

bencana, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana, 

serta peningkatan kapasitas pemerintah dan lembaga terkait dalam 

merespons dan mengelola bencana.  

B. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk turut serta dalam upaya 

nasional menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penguatan kebijakan 

berbasis lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, perluasan ruang terbuka 

hijau, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam energi terbarukan. 

Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan 

Lamongan demi menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup generasi 

mendatang. Berbagai Langkah mitigasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.13 Data dan Informasi Capaian Penurunan Emisi GRK Tahun 2024 di Kab Lamongan 

No Nama Kegiatan Lokasi Tautan Kegiatan Bidang 

Mitigasi 

Sub-Bidang 

Mitigasi 

Kategori Penurunan 

Emisi 

Pelaksana 

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 
Ds. Sonoadi Kec. 
Karanggeneng 

Karang Geneng,Sonoadi http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/103690/ 

Lahan Pertanian Pendukung - Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian  

2 Pendampingan penggunaan 
sarana pendukung pertanian 

Sambeng ,Kembangbahu, 
Solokuro,-Tikung,- 

http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/101579/ 

Lahan Pertanian UPPO - Pupuk 
Organik 

186137.3 Dinas 
Peternakan 
dan 
Kesehatan 
Hewan  

3 Kamis Bersinergi Bersam 
Kodim 0812 

Lamongan,Tlogoanyar http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/101309/ 

Lahan Kehutanan 
dan Lahan 
Gambut 

Pencegahan 
Penurunan 
Cadangan 
Karbon 

- Dinas 
Lingkungan 
Hidup  

4 Pemasangan LPJU Rukun 
Nelayan Tunggul 

Paciran,Tunggul http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/101299/ 

Energi Energi Efisiensi 
Energi Sistem 
PJU 

2.4 Dinas 
Perhubungan  

5 Pembibitan 10000 Mangrove 
bersama ExxonMobil Ltc 

Brondong,Sedayulawas http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/101294/ 

Lahan Kehutanan 
dan Lahan 
Gambut 

Peningkatan 
Cadangan 
Karbon 

179.3 Dinas 
Lingkungan 
Hidup  

6 Penanaman 1000 Pohon 
Mangrove di Pantai Klayar 

Paciran,Sidokelar http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash

board/kegiatan_miti
gasi/101280/ 

Lahan Kehutanan 
dan Lahan 
Gambut 

Peningkatan 
Cadangan 
Karbon 

2.6895 Dinas 
Lingkungan 
Hidup  

7 [SIPSN] Operasionalisasi 
Mandiri Jl. KH. Ahmad 
Dahlan - Bank Sampah – 
Unit 

Lamongan,Jetis http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/98820/ 

Pengelolaan 
Limbah 

Persampahan Bank Sampah 1.185895 Dinas 
Lingkungan 
Hidup  

8 Pelaksanaan Penyuluhan 
Pertanian 

Sambeng,Sumbersari| 
Paciran,Kandangsemangkon 

http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti

Pengelolaan 
Limbah 

Persampahan Bank Sampah 1167.927 Komposting 
Skala Kecil 
atau RT/RW 

http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/103690/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/103690/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/103690/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/103690/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101579/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101579/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101579/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101579/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101309/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101309/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101309/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101309/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101299/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101299/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101299/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101299/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101294/
http://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi/101294/
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No Nama Kegiatan Lokasi Tautan Kegiatan Bidang 

Mitigasi 

Sub-Bidang 

Mitigasi 

Kategori Penurunan 

Emisi 

Pelaksana 

Brondong,Sendangharjo 

Mantup,Sukobendu 
Maduran,Kanugrahan 

Kedungpring,Mojodadi 

Paciran,Tunggul 

Solokuro,Solokuro 

Kembangbahu,Gintungan 

Solokuro,Dadapan 

Kembangbahu,Moronyamplung 

Kembangbahu,Doyomulyo 

Sambeng,Kedungwangi 

gasi/96692/?multike
giatan=1 

KOMPOSTIN
G 
KELOMPOK 
TANI 

9 Pembangunan Prasarana 
Pertanian 

Lamongan,Sidoharjo http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/96686/ 

Pengelolaan 
Limbah 

Air Limbah Instalasi 
Pengolahan 
Air Limbah 

183.96 Dinas 
Peternakan 
dan 
Kesehatan 
Hewan  

10 Screen House Modern Mantup,Sumberkerep http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/96562/ 

Lahan Pertanian Pengelolaan 
Tanaman 
Terpadu (PTT) 

3.649212 Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian  

11 Pembangunan PLTS Skala 
Rumah Tangga 

Lamongan,Sukorejo http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/96559/ 

Energi Energi Pembangunan 
Energi 
Terbarukan - 
OFF GRID 

0.07296 RUMAH 
TANGGA 

12 Pembangunan IPAL Komunal 
Ds. Sidomukti Kec. 
Kembangbahu 

Kembangbahu,Sidomukti http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/96558/ 

Pengelolaan 
Limbah 

Air Limbah Instalasi 
Pengolahan 
Air Limbah 

18.396 Dinas 
Perumahan 
Rakyat, 
Kawasan 
Permukiman 
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No Nama Kegiatan Lokasi Tautan Kegiatan Bidang 

Mitigasi 

Sub-Bidang 

Mitigasi 

Kategori Penurunan 

Emisi 

Pelaksana 

dan Cipta 
Karya  

13 Pembangunan IPAL Komunal 
Ds. Pengangsalan Kec. 
Kalitengah 

Kalitengah,Pengangsalan http://pprk.bappena
s.go.id/aksara/dash
board/kegiatan_miti
gasi/96556/ 

Pengelolaan 
Limbah 

Air Limbah Instalasi 
Pengolahan 
Air Limbah 

18.396 Dinas 
Perumahan 
Rakyat, 

Kawasan 
Permukiman 
dan Cipta 
Karya  

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tahun 2025
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C. Indeks Ketahanan Daerah 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu alat ukur yang 

digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah daerah atau wilayah dapat 

bertahan dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan baik 

yang bersifat sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan. IKD terdiri dari 

beberapa faktor seperti ketahanan ekonomi, ketahanan sosial (akses 

terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), serta ketahanan 

lingkungan (pengelolaan sumber daya alam, dampak perubahan iklim, dan 

pengelolaan bencana).  

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lamongan selama 5 tahun 

terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Pemerintah 

Kabupaten Lamongan perlu meningkatkan upaya untuk menurunkan 

tingkat kerentanan daerah baik yang bersifat eksternal maupun internal. 

Adapun untuk capaian IKD sepanjang lima tahun dapat dilihat pada 

grafis berikut: 

 

 

Gambar 2.8 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lamongan 

Sumber: BPBD Kabupaten Lamongan, 2025 

Berdasarkan data capaian terakhir, Indeks Ketahanan Daerah pada 

tahun 2024 tercatat sebesar  

0,64. Angka ini menjadi baseline atau titik acuan kinerja untuk 

mengukur kemajuan pada periode perencanaan 2025-2029. Adanya 

fluktuasi pada periode sebelumnya serta capaian baseline tersebut 

menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu terus 

meningkatkan upaya untuk menurunkan tingkat kerentanan daerah, baik 

yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, 

penguatan kapasitas mitigasi bencana, peningkatan ketahanan ekonomi 

dan sosial masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 

menjadi fokus penting dalam program pembangunan ke depan untuk 

meningkatkan skor IKD secara konsisten. 
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2.1.1.8 Demografi 

A. Jumlah Dan Struktur Penduduk 

Aspek demografis ditinjau dari jumlah penduduk di Kabupaten 

Lamongan. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebanyak 

1.367.503 jiwa. Sebanyak 684 ribu 425 jiwa atau 50,05 persen dan 683 

ribu 078 jiwa atau 49,95 persen berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat 

dari sebarannya, jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan 

Sukorame sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan 

Paciran. Sebanyak enam puluh enam sembilan koma enam puluh empat 

persen penduduk lamongan berumur produktif sekaligus potensi bonus 

demografi yang akan kami kelola dengan baik. Perkembangan jumlah 

penduduk di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafis di bawah ini: 

 

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lamongan, 2025 

B. Distribusi/ Persebaran Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan selama periode 

5 (lima) tahun dalam kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

adanya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan 

penduduk tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1.32 persen atau 

sebesar 18 ribu 332 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023. 

Tabel 2.14 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

No. Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Jumlah Penduduk 1.344.165 1.356.027 1.371.509 1.385.835 1.367.503 

2. Laju Pertumbuhan 

Penduduk 
13,04% 0,88% 1,14% 1,04% -1,32 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lamongan, 2024 

C. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029 

Proyeksi penduduk merupakan salah satu instrumen penting dalam 

perencanaan pembangunan daerah. Dengan memahami tren pertumbuhan 

penduduk, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merancang kebijakan 

yang tepat dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 

ekonomi. Adapun penghitungan proyeksi penduduk Kabupaten Lamongan 

tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.15 Proyeksi Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 

1.344.165
1.356.027

1.386.941 1.385.835

1.367.503

2020 2021 2022 2023 2024
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Komponen 

Penduduk 

Tahun 

2024 

Proyeksi Penduduk (Ribu) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Penduduk 

Laki-Laki 689.083 692.953 696.579 699.953 703.049 705.876 

Perempuan 689.064 693.437 697.643 701.655 705.459 709.037 

Total 1.378.147 
1.386.39

0 
1.394.22

2 
1.401.60

8 
1.408.50

8 
1.414.91

3 

Rasio Jenis Kelamin 

Perempuan Terhadap 

Laki-Laki (%) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kepadatan Penduduk 

(jiwa / km2) 
7,87 7,91 7,96 8,00 8,04 8,08 

Komposisi Penduduk (%) 

0-14 Tahun 19,77% 19,70% 19,62% 19,54% 19,45% 19,35% 

15-64 Tahun 69,49% 69,12% 68,75% 68,38% 68,03% 67,69% 

65 + Tahun 10,74% 11,18% 11,63% 12,08% 12,52% 12,96% 

Angka Ketergantungan 

(%) 
43,90% 44,68% 45,46% 46,24% 47,00% 47,74% 

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab. Lamongan 2020-2035 diolah, 2025 

 Proyeksi penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 

menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk. Dengan rasio jenis 

kelamin perempuan terhadap laki-laki sebesar 1%, hal ini mencerminkan 

keseimbangan demografi yang relatif stabil. Kepadatan penduduk mencapai 

7,87 jiwa/km persegi, yang mengindikasikan adanya potensi peningkatan 

tekanan terhadap infrastruktur dan sumber daya daerah. Oleh karena itu, 

kebijakan perencanaan tata ruang dan pembangunan harus diarahkan 

untuk mengakomodasi pertumbuhan ini secara berkelanjutan. 

Sementara itu, angka ketergantungan yang meningkat dari 43,90% di 

tahun 2020 menjadi 47,74% di tahun 2029 menunjukkan bahwa proporsi 

penduduk usia nonproduktif (anak-anak dan lansia) terhadap penduduk 

usia produktif semakin besar. Peningkatan ini dapat memberikan 

tantangan dalam aspek sosial dan ekonomi, terutama dalam penyediaan 

layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan kerja. Oleh karena itu, 

diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas 

penduduk usia kerja, termasuk investasi dalam pendidikan, pelatihan 

keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat  

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi 

perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan 

untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada 

tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93 persen. Sebagai pembanding 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dengan pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini: 

 

Gambar 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan terhadap Provinsi Jawa 

Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari tahun 

2020 hingga 2024 menunjukkan pola pemulihan yang sejalan dengan tren 

regional dan nasional, meskipun dengan fluktuasi yang mencerminkan 

berbagai tantangan struktural dan eksternal. Tahun 2020 menjadi titik 

terendah akibat kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, di mana 

Lamongan mengalami penurunan sebesar -2,65%. Kontraksi ini 

disebabkan oleh gangguan pada sektor-sektor utama, terutama 

perdagangan, pertanian, dan industri, yang menjadi tulang punggung 

ekonomi daerah. 

Pada tahun 2021, ekonomi Lamongan mulai menunjukkan pemulihan 

dengan pertumbuhan sebesar 3,43%. Tahun 2022 menjadi momentum 

pemulihan yang lebih kuat. Namun, tantangan muncul kembali pada tahun 

2023, di mana pertumbuhan Lamongan turun dikarenakan adanya faktor 

penghambat, seperti ketidakstabilan ekonomi global, inflasi, serta 

tantangan dalam menjaga daya beli masyarakat dan investasi daerah. Pada 

tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Lamongan kembali meningkat menjadi 

4,81%. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor-

sektor utama serta efektivitas program ekonomi daerah dalam menjaga 

stabilitas dan pertumbuhan. Ke depan, Lamongan perlu memperkuat 
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strategi diversifikasi ekonomi, mendorong investasi sektor unggulan, agar 

dapat mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan dan 

lebih kompetitif. 

2.1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah 

bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah 

tertentu dalam periode waktu tertentu. PDRB dapat dihitung berdasarkan 

harga berlaku (nominal) maupun harga konstan (riil), serta dapat diukur 

dari tiga pendekatan, yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan. 

Berikut adalah capaian PDRB Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun 

terakhir: 

 

Gambar 2.11 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025 

PDRB ADHK Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan 

signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan 

adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Peningkatan PDRB ADHB 

mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Lamongan terus 

berkembang, baik dari sisi produksi maupun konsumsi masyarakat. 

Berdasarkan pada besarnya pertumbuhan dan kontribusi yang 

dimiliki oleh masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis Tipology 

Klassen yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan 

struktur pertumbuhan sektor perekonomian. Melalui analisis Tipology 

Klassen, sektor-sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, 

yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor 

terbelakang. Berdasarkan data pertumbuhan dan distribusi/ kontribusi 

sektor PDRB, maka dapat diperoleh hasil klasifikasi sektor PDRB 

Kabupaten Lamongan berdasarkan Tipology Klassen secara lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar dan matriks sebagai berikut: 
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Gambar 2.12 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Berdasarkan Tipologi 

Klassen Tahun 2020-2024 

Sumber: Hasil Analisis, 2025 

Kontribusi Sektoral 

Laju  Pertumbuhan 

Sektoral 

Kontribusi Besar                       

(YSektor > YPDRB) 

Kontribusi Kecil                           

(YSektor < YPDRB) 

Tumbuh Cepat                         
(rSektor > rPDRB) 

Sektor Prima 

(Industri Pengolahan; 

Informasi dan 

Komunikasi; Konstruksi) 

Sektor Berkembang 

(Transportasi dan 
Pergudangan; Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial; 

Pertambangan dan Penggalian; 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang; Pengadaan Listrik dan 
Gas; Jasa Lainnya; Real 

Estate; Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum) 

Tumbuh Lambat                            
(rSektor < rPDRB) 

Sektor Potensial 

(Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor; 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan) 

Sektor Terbelakang 

(Jasa Pendidikan; Jasa 

Perusahaan; Jasa Keuangan 
dan Asuransi; Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib) 

Gambar 2.13 Matriks Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 

2020-2024 

Sumber: Data Diolah, 2025 

Berdasarkan pada gambar dan matriks yang telah disajikan di atas 

selanjutnya dapat diperoleh hasil bahwa terdapat 3 (tiga) sektor ekonomi di 

Kabupaten Lamongan yang termasuk kedalam kategori sektor dengan 

pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian 

Kabupaten Lamongan (Sektor Prima), yaitu Industri Pengolahan; Informasi 
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dan Komunikasi; serta Konstruksi. Sedangkan sektor yang memiliki 

pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor 

Potensial) di Kabupaten Lamongan tercatat sebanyak 2 (dua) sektor, yaitu 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki 

kontribusi yang rendah (Sektor Berkembang) tercatat sebanyak 8 (delapan) 

sektor meliputi : Transportasi dan Pergudangan; Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengolahan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang Pengadaan Listrik dan Gas; Real Estate; 

Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Jasa 

Pendidikan. Sektor tersebut termasuk dalam kategori sektor berkembang 

cepat. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki 

kontribusi yang rendah (Sektor Terbelakang) tercatat sebanyak 4 (empat) 

sektor yang meliputi : Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Jasa Keuangan 

dan Asuransi; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial. Sektor tersebut termasuk dalam kategori relatif tertinggal. 

Dari berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan diperlukan 

pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis, 

dimana sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui melalui Analisis 

Location Quotient (LQ). Location quotient menghitung perbandingan share 

output sektor i di kota atau kabupaten dan share output sektor i di provinsi.  

 

Tabel 2.16 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten 
Lamongan Tahun 2020-2024 

No Lapangan Usaha 

Nilai LQ/ Tahun 

LQ 2024 Keterangan  

2020 2021 2022 2023 2024 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

 3,031   2,942   2,996   2,908   2,913  2,913 BASIS 

B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

 0,244   0,278   0,327   0,387   0,392  0,392 NON BASIS 

C Industri Pengolahan  0,349   0,362   0,367   0,379   0,387  0,387 NON BASIS 

D Pengadaan Listrik dan Gas  0,278   0,276   0,276   0,242   0,235  0,235 NON BASIS 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

 1,169   1,163   1,145   1,187   1,269  1,269 BASIS 

F Konstruksi  1,176   1,195   1,198   1,231   1,246  1,246 BASIS 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

 1,068   1,062   1,060   1,067   1,073  1,073 BASIS 

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

 0,309   0,330   0,319   0,314   0,322  0,322 NON BASIS 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan 

 0,302   0,302   0,302   0,313   0,321  0,321 NON BASIS 
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No Lapangan Usaha 

Nilai LQ/ Tahun 

LQ 2024 Keterangan  

2020 2021 2022 2023 2024 

J Informasi dan Komunikasi  1,438   1,451   1,460   1,485   1,489  1,489 BASIS 

K 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

 0,800   0,791   0,783   0,795   0,812  0,812 NON BASIS 

L Real Estat  1,319   1,346   1,368   1,400   1,441  1,441 BASIS 

M,N Jasa Perusahaan  0,366   0,370   0,362   0,363   0,365  0,365 NON BASIS 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

 1,840   1,850   1,825   1,841   1,809  1,809 BASIS 

P Jasa Pendidikan  1,059   1,072   1,066   1,088   1,110  1,110 BASIS 

Q 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

 1,413   1,425   1,401   1,422   1,468  1,468 BASIS 

R,S,T,U Jasa lainnya  1,345   1,329   1,341   1,367   1,378  1,378 BASIS 

Sumber: Hasil Analisis, 2025 

Kabupaten Lamongan secara konsisten pada 5 tahun terakhir (2020 - 

2024) terdapat 10 (sepuluh) sektor yang termasuk menjadi sektor basis, 

dimana sektor tersebut memiliki nilai LQ diatas 1 ( > 1). Adapun sektor-

sektor tersebut meliputi : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan 

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 

Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Sektor tersebut memiliki 

keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di 

Lamongan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. 

Selanjutnya, kinerja dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing 

suatu daerah dapat dilihat dari dimensi pengukuran produktivitas dengan 

metode analisis shift share. Hasil perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi 

di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada 

tabel: 
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Tabel 2.17 Hasil Perhiyungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Lamongan 

No Lapangan Usaha 
Regional Share            

(Nij) 

Proportional            

Shift (Pij) 

Differential             

Shift (Dij) 

A Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

 1.712,371  -1.196,938  -411,253  

B Pertambangan dan Penggalian  66,583  -100,553   -  

C Industri Pengolahan  574,093   11,030   355,377  

D Pengadaan Listrik dan Gas  4,172   6,421  -4,992  

E Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

 6,563  -2,024   2,931  

F Konstruksi  589,108   66,678   187,094  

G Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

 1.042,071   373,678  -8,889  

H Transportasi dan 

Pergudangan 

 45,287   71,555   11,599  

I Penyediaan Akomodasi dan 

Makan 

 85,055   42,800   30,825  

J Informasi dan Komunikasi  516,737   170,138   92,874  

K Jasa Keuangan dan Asuransi  111,731  -44,322   4,921  

L Real Estat  131,378  -46,432   63,193  

M,N Jasa Perusahaan  15,033   4,194  -0,937  

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

 216,073  -125,761  -27,162  

P Jasa Pendidikan  163,381  -67,186   36,645  

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

 58,274  -7,203   10,829  

R,S,T,U Jasa lainnya  92,425   96,160   11,204  

 Total 5.430,336 -747,765 354,259 

Sumber: Hasil Analisis, 2025 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan di atas dapat 

diketahui bahwa sektor yang memiliki regional share terbesar adalah sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1.712,371, sedangkan yang 

terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan angka  4,172. 

Berdasarkan nilai proportional shift dan differential shift maka dapat 

dilakukan pengelompokan sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan yang 

secara lebih jelas disajikan pada gambar berikut: 
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KUADRAN I 

(Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan 
Berdaya Saing) 

KUADRAN III 

(Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan 
Tidak Berdaya Saing) 

• Industri Pengolahan; 
• Konstruksi; 
• Transportasi dan Pergudangan; 
• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 
• Informasi dan Komunikasi; 
• Jasa Lainnya 

• Pengadaan Listrik dan Gas; 
• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor; 
• Jasa Perusahaan 

KUADRAN II 

(Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan 

Berdaya Saing) 

KUADRAN IV 

(Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan 

Tidak Berdaya Saing) 

• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang; 

• Jasa Keuangan dan Asuransi; 
• Real Estate; 
• Jasa Pendidikan; 
• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 
• Pertambangan dan Penggalian; 
• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

 

Gambar 2.14 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share 

Sumber: Data Diolah, 2025 

 

2.1.2.1.3 Angka Kemiskinan 

Angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu 

indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan 

efektivitas program pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, 

upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan telah 

menunjukkan berbagai hasil, baik melalui program bantuan sosial, 

pengembangan ekonomi lokal, maupun peningkatan akses pendidikan dan 

kesehatan. Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam 

menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi 

ekonomi dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, 

pemerintah Kabupaten Lamongan terus berfokus pada pengembangan 

sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, serta 

meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat untuk 

mempercepat penurunan angka kemiskinan. Upaya kolaboratif antara 

pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk 

menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif dalam mengatasi 

kemiskinan di Kabupaten Lamongan.  

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan menunjukkan tren 

menurun dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk 

miskin mencapai 13,85% dan mengalami penurunan menjadi 12,16% pada 

tahun 2024.  
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Gambar 2.15 Angka Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: BPS Kab. Lamongan, 2025 

Jika dibandingkan dengan tren kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan 

nasional, angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 

hingga 2024 masih di atas rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa Lamongan masih menghadapi tantangan 

struktural dalam mengatasi kemiskinan yakni keterbatasan lapangan 

pekerjaan berkualitas dan tingginya ketergantungan pada sektor pertanian 

tradisional. 

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten 

Lamongan merupakan indikator penting yang menggambarkan kontribusi 

dan kemampuan setiap individu dalam memutar roda perekonomian 

daerah. Tingginya PDRB per kapita mencerminkan produktivitas dan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Adapun capaian PDRB Per 

Kapita Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.16 PDRB Per Kapita ADHB & ADHK Kabupaten Lamongan Tahun 2020-

2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten 

Lamongan, baik dalam harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan 

(ADHK), menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 

hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang 

stabil serta adanya inflasi yang turut mempengaruhi kenaikan nilai nominal 
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ekonomi daerah. Tren positif ini menandakan adanya pemulihan ekonomi 

pasca-pandemi COVID-19 serta penguatan sektor-sektor produktif.  

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menandakan adanya 

ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, 

kurangnya peluang kerja, serta kesenjangan keterampilan di pasar kerja. 

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamongan tahun 

2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut: 

 

Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamongan Tahun 2020-

2025 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lamongan 

menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020-2024, namun 

secara keseluruhan mengalami penurunan. Dibandingkan dengan TPT 

Jawa Timur, Kabupaten Lamongan mengalami perbedaan pola. Pada tahun 

2020-2021, TPT Lamongan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata 

provinsi, menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik. Namun, 

sejak tahun 2022 hingga 2024, TPT Lamongan berada di atas TPT Jawa 

Timur, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan 

lapangan kerja. Meski demikian, jika dibandingkan dengan tingkat 

pengangguran nasional, TPT Lamongan masih lebih baik karena tetap 

berada di bawah rata-rata nasional sepanjang periode tersebut.  

Untuk menjaga tren positif ini, diperlukan kebijakan yang lebih 

proaktif dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat 

sektor ekonomi berbasis teknologi dan inovasi, serta mendorong investasi 

di sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. 

2.1.2.1.6 Indeks Gini 

Gini rasio digunakan sebagai koefisien/alat dalam pengukuran tingkat 

ketimpangan pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah. Rasio Gini 

bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, 

atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Adapun capaian indeks 

gini Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Gini Rasio Kab. Lamongan, Provinsi, Nasional 

Tahun 2020-2024  

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Lamongan, yang diukur melalui 

Gini Rasio, menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2020-2024. 

Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam distribusi pendapatan 

di Kabupaten Lamongan, di mana ketimpangan sempat menurun di tengah 

pemulihan ekonomi pasca-pandemi, namun kembali mengalami sedikit 

peningkatan seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan distribusi 

kesejahteraan. 

Jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di Jawa Timur dan 

nasional, Gini Rasio Kabupaten Lamongan masih jauh lebih rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Lamongan relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional.  

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator 

pembangunan yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat dalam 

mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. 

Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah maka masyarakat di daerah tersebut 

semakin baik kesejahteraannya karena memiliki kesehatan yang baik, 

pendidikan yang memadai serta taraf hidup yang layak. Capaian IPM Kab. 

Lamongan secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut: 

 

Gambar 2.19 Perbandingan Capaian IPM Kab. Lamongan, Provinsi, Nasional Tahun 
2020-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Capaian IPM Kabupaten Lamongan trendnya mengalami peningkatan 

dari 73,44 pada tahun 2020 menjadi 75,9 pada tahun 2024. Tren positif ini 

menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam tiga dimensi utama 
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IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Keberhasilan 

Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan IPM bahkan melampaui 

capaian provinsi Jawa Timur dan nasional, yang menunjukkan bahwa 

pembangunan manusia di daerah ini berkembang lebih cepat dibandingkan 

rata-rata wilayah lainnya. Capaian ini memberikan dampak positif terhadap 

daya saing daerah, peluang investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan.  

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua  

2.1.2.2.1 Umur Harapan Hidup 

Umur Harapan Hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) adalah 

perkiraan rata-rata lama hidup seseorang sejak lahir, dengan asumsi 

bahwa pola mortalitas (kematian) saat ini akan terus berlaku sepanjang 

hidupnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur derajat kesehatan 

masyarakat. Semakin baik kualitas kesehatan penduduk di suatu daerah, 

yang mencerminkan akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup sehat, 

serta tingkat kesejahteraan masyarakat. 

 

Gambar 2.20 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Lamongan dan Provinsi 
Tahun 2020-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025 

Umur Harapan Hidup Kabupaten Lamongan menunjukkan tren 

peningkatan dari 74,28 pada tahun 2020 menjadi 75,07 pada tahun 2024. 

Jika dibandingkan dengan Umur harapan hidup rata-rata Provinsi Jawa 

Timur, capaiannya hampir menyamai. Untuk terus meningkatkan angka 

harapan hidup, perlu ada fokus lebih lanjut pada pemerataan akses 

kesehatan, peningkatan kesadaran hidup sehat, serta penguatan program 

kesehatan preventif.  

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata 

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan 

oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. 

Indikator ini mencerminkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan 

oleh penduduk suatu wilayah dan menjadi salah satu komponen utama 

dalam perhitungan Indeks Pendidikan. Semakin tinggi angka RLS, semakin 
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baik tingkat pendidikan penduduk, yang berpengaruh terhadap kualitas 

sumber daya manusia dan daya saing daerah.  

 

Gambar 2.21 Tingkat Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2025 

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lamongan menunjukkan tren 

peningkatan dari 7,92 tahun pada 2020 menjadi 8,48 tahun pada 2024. 

Berbagai program peningkatan akses ke sekolah, beasiswa, serta kebijakan 

daerah yang mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah belum 

mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah setara dengan program wajib 

belajar 13 tahun. 

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah 

Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk mengukur akses dan peluang 

pendidikan yang tersedia bagi penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi 

angka HLS, semakin besar peluang anak-anak di daerah tersebut untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Capaian HLS di Kabupaten 

Lamongan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.22 Tingkat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-

2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lamongan, 2025 

Harapan Lama Sekolah menunjukkan tren peningkatan dari 13,48 

tahun pada 2020 menjadi 14,03 tahun pada 2024. Peningkatan ini 

mencerminkan semakin besarnya peluang bagi anak-anak di Lamongan 

untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih lama. Meskipun 

mengalami peningkatan, capaian 14,03 tahun masih menunjukkan bahwa 

setara jenjang Diploma I, sehingga perlu didorong melalui program 

beasiswa.  

2.1.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 
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Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator 

yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan literasi di suatu 

daerah berdasarkan akses, fasilitas, dan aktivitas literasi masyarakat. IPLM 

tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga 

aspek literasi digital, literasi finansial, dan literasi informasi, yang menjadi 

bagian penting dalam kehidupan modern.  

 
Tabel 2.18 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lamongan 

Tahun 2022-2024 

No. Indikator 2022 2023 2024 

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 66,12 63,86 65,76 
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lamongan, 2025 

Capaian IPLM mengalami tren yang fluktuatif namun tetap 

menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dalam tiga tahun terakhir. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam 

peningkatan fasilitas literasi maupun program pemberdayaan masyarakat 

dalam membaca dan menulis  pada lingkungan pendidikan. 

2.1.2.3 Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju 

2.1.2.3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan 

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah indikator yang 

mengukur perkembangan kebudayaan di suatu wilayah berdasarkan 

berbagai aspek, seperti ekonomi budaya, ketahanan budaya, ekspresi 

budaya, warisan budaya, serta literasi dan kreativitas masyarakat. 

Peningkatan IPK mencerminkan kemajuan dalam pelestarian dan 

pengembangan budaya lokal, yang berkontribusi pada pembangunan 

sosial, ekonomi kreatif, serta peningkatan daya saing daerah.  

Tabel 2.19 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 

2022-2024 

No. Indikator 2022 2023 2024 

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan 55,99 58,82 67,64 
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan, 2025 

Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten 

Lamongan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. 

Hal ini mencerminkan adanya penguatan dalam berbagai aspek 

kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya, penguatan ekonomi 

kreatif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

kebudayaan. Selain itu capaian tersebut berdampak pada meningkatnya 

daya saing daerah dalam sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta 

peningkatan kualitas pendidikan berbasis kebudayaan.  

2.1.2.4 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat 

Inklusif 

2.1.2.4.1 Indeks Pembangunan Pemuda 
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Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator yang mengukur 

perkembangan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, kepemimpinan, dan inklusi 

sosial. Indeks ini menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses 

terhadap peluang yang memungkinkan mereka berkembang secara optimal 

dan berkontribusi terhadap pembangunan, sekaligus mencerminkan 

kualitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan pemuda 

sebagai aset pembangunan yang berkelanjutan.  

Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024 

No. Indikator 2022 2023 2024 

1. Indeks Pembangunan Pemuda 59,17 59,50 61,33 
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan, 2025 

 Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten 

Lamongan menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang 

mendukung perkembangan pemuda. Kenaikan ini mencerminkan semakin 

baiknya akses pemuda terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi 

ekonomi, dan keterlibatan sosial di Lamongan. Berbagai program 

pemberdayaan pemuda, baik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah 

tampaknya berhasil meningkatkan kualitas hidup pemuda serta membuka 

lebih banyak peluang bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi 

dalam pembangunan. 

2.1.2.4.1 Indeks Pemberdayaan Gender 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur 

sejauh mana perempuan berperan aktif dalam bidang ekonomi dan politik. 

 
Gambar 2.23 Capaian IDG Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Tahun 2025 

Capaian tersebut juga menandakan adanya peningkatan aktivitas 

perempuan dalam bidang perekonomian dan pendidikan tinggi sehingga 

etos kerja perempuan juga meningkat. Namun demikian, masih terdapat 

tantangan dalam upaya mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam 

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah perlu menguatkan 

kebijakan, program, pelatihan, Pendidikan, dan dukungan sosial dalam 

rangka meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, 

dan politik. 
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2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 

2.1.3.1.2 Angka Ketergantungan 

Angka Ketergantungan digunakan untuk menggambarkan beban 

tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-

produktif. Angka ini berfungsi untuk menilai kapasitas produktivitas 

ekonomi penduduk dan potensi tekanan sosial ekonomi yang mungkin 

muncul akibat ketidakseimbangan struktur usia. Semakin rendah angka 

ketergantungan, semakin kecil beban yang ditanggung oleh kelompok usia 

produktif, sehingga memberi peluang lebih besar bagi peningkatan 

kesejahteraan, efisiensi pembangunan, dan perencanaan program lintas 

sektor. 

 

Gambar 2.24 Angka Ketergantungan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 

Keterangan(*): Angka Sementara 

Capaian di atas menunjukkan bahwa struktur penduduk Lamongan 

cenderung seimbang. Stabilitas ini menjadi sinyal positif bagi potensi 

ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong produktivitas sektor-sektor 

strategis dalam menopang pembangunan.  

2.1.3.2 Iptek, Inovasi Dan Produktivitas Ekonomi 

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan 

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan 

sektor industri tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan 

daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong inovasi, serta 

memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi lainnya. 

 

Gambar 2.25 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Lamongan 2020-2024 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, 2025 
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PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Lamongan tahun 2020–2024, 

terjadi tren peningkatan yang konsisten. Kenaikan ini mencerminkan 

pertumbuhan positif sektor industri pengolahan di Lamongan, yang 

ditopang oleh berkembangnya sektor UMKM, agroindustri, serta investasi 

industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Belum meratanya 

dampak industri terhadap penciptaan lapangan kerja lokal, minimnya 

transfer teknologi ke pelaku industri kecil, serta perlunya penguatan daya 

saing produk lokal di pasar regional dan nasional menjadi tantangan 

kedepan. 

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan Dan Minum 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Akomodasi, Makan, 

dan Minum merupakan indikator yang dapat menggambarkan 

pertumbuhan dan dinamika ekonomi kreatif serta pariwisata lokal di 

daerah. Capaian PDRB sektor ini mencerminkan kontribusi sektor jasa 

konsumsi terhadap perekonomian daerah, sekaligus mengindikasikan 

perkembangan aktivitas usaha masyarakat, pergerakan wisatawan, dan 

peningkatan daya beli.  

 

Gambar 2.26 Capaian PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Lamongan 
Tahun 2020-2024 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025 

Nilai PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum menunjukkan 

pertumbuhan yang positif selama periode 2020–2024. Peningkatan nilai 

tambah di sektor ini tidak hanya berdampak langsung pada pendapatan 

daerah, tetapi juga turut memperluas kesempatan kerja, khususnya di 

sektor informal dan UMKM. 

Namun demikian kedepan perlu memberikan perhatian agar pelaku 

usaha kecil menengah bisa mendapatkan akses pembiayaan, keterampilan 

manajemen usaha dan peningkatan promosi dan digitalisasi usaha. 

Pengembangan potensi wisata yang menjadi pendorong utama sektor 

makan dan minum tidak boleh bersifat sporadis harus terintegrasi secara 

optimal. 

2.1.3.2.3 Rasio Kewirausahaan 

Rasio kewirausahaan merupakan indikator strategis dalam mengukur 

tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi berbasis usaha 
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mandiri, serta mencerminkan dinamika pertumbuhan sektor informal dan 

UMKM di suatu daerah.  

 

Gambar 2.27 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2024 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025 

Rasio kewirausahaan pada tahun 2023 sama dengan tahun 2024, 

angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wirausaha di 

Lamongan belum mengalami percepatan yang signifikan. Pemerintah 

Kabupaten Lamongan ke depan perlu menguatkan kebijakan inkubasi 

bisnis, memperluas akses pembiayaan mikro dan ultra mikro, serta 

membangun sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan komunitas 

dalam menciptakan generasi wirausaha yang inovatif. 

2.1.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) indikator yang 

menggambarkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas 

ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. 

Tingginya TPAK menunjukkan potensi ekonomi produktif masyarakat yang 

dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 

menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. 

 

Gambar 2.28 Tingat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2020-
2024 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025 

Capaian TPAK mengalami fluktuasi dalam periode 2020–2024. 

Kenaikan menandakan adanya peningkatan partisipasi masyarakat usia 

kerja dalam aktivitas ekonomi, yang kemungkinan besar dipicu oleh 

pemulihan pasca pandemi, tumbuhnya sektor informal dan UMKM, serta 

meningkatnya kegiatan produktif di sektor industri dan jasa.  

2.1.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah 

Tingkat inovasi daerah merupakan indikator yang menggambarkan 

kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan, 

mengembangkan, dan menerapkan berbagai inovasi kebijakan, tata kelola, 
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serta pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. 

Inovasi dapat mengakselerasi reformasi birokrasi, mendorong efisiensi 

pelayanan, serta meningkatkan daya saing daerah. Semakin tinggi nilai 

inovasi, maka semakin adaptif dan responsif pemerintah daerah dalam 

menjawab tantangan pembangunan melalui pendekatan yang kolaboratif, 

dan berbasis teknologi. 

 

Gambar 2.29 Tingkat Innovasi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025 

Capaian Tingkat Inovasi Daerah menunjukkan dinamika fluktuatif 

dalam kurun waktu 2020–2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya 

serius dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memperkuat budaya 

inovasi, khususnya melalui pengembangan layanan publik digital, 

kolaborasi multipihak, serta pemberdayaan inovasi di tingkat perangkat 

daerah dan masyarakat. Tantangan kedepan yakni adanya keterbatasan 

kapasitas SDM dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi, 

belum meratanya inovasi hingga tingkat kecamatan dan desa, serta 

lemahnya ekosistem inovasi yang berkelanjutan. 

2.1.3.2.6 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

Sebagai upaya dalams peningkatan kualitas pembangusnan, saat ini 

daerah bukan hanya fokus pada pelaksanaan pembangunan saja, akan 

tetapi penting bagi daerah untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan. Berbagai 

kebijakan penting yang diambil dalam perencanaan pembangunan 

seharusnya didasarkan apda hasil riset dan pengembangan IPTEK. 

Ekosistem Riset yang mendukung daya saing daerah dapat 

dijabarkan dalam dokumen RIP-JPID,  melalui Reformasi Kebijakan Riset 

dan Inovasi di Daerah, Penataan Basis Data Riset dan Inovasi, 

Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi, Penyediaan 

Anggaran Riset dan Inovasi, Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan 

Kekayaan Intelektual, Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah, 

Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi Di Daerah, Peningkatan 
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Implementasi dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi, sebagai upaya 

peningkatan daya saing daerah sesuai dengan perencanaan. 

2.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global 

2.1.3.3.1 Modal Tetap Bruto 

Modal Tetap Bruto (MTB) merupakan salah satu indikator 

makroekonomi yang menggambarkan tingkat investasi yang dilakukan 

dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, mesin, dan 

peralatan dalam suatu wilayah. Nilai MTB menjadi parameter penting 

untuk melihat dinamika pertumbuhan ekonomi jangka menengah, 

kapasitas produksi daerah, serta prospek penciptaan lapangan kerja dan 

peningkatan produktivitas.  

 

Gambar 2.30 Modal Tetap Bruto Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025 

Keterangan(*): Angka Sementara 

Nilai Modal Tetap Bruto mengalami fluktuasi dalam tiga tahun 

terakhir. Kedepan pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mendoronf 

pemenuhan dan pemerataan akses infrastruktur pendukung investasi, 

optimalisasi promosi potensi daerah serta mendorong agar investasi yang 

masuk berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup 

masyarakat, khususnya di sektor-sektor prioritas seperti pertanian, 

industri pengolahan, dan pariwisata.  

2.1.3.3.2 Ekspor Barang Dan Jasa 

Ekspor barang dan jasa merupakan indikator dalam mengukur daya 

saing dan keterlibatan ekonomi daerah dalam pasar regional, nasional, 

maupun global. Peningkatan nilai ekspor secara konsisten menandakan 

kemajuan dalam industrialisasi, penguatan UMKM ekspor, serta 

keberhasilan program hilirisasi dan promosi perdagangan luar negeri yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 
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Gambar 2.31 Capaian Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Lamongan 2020-2024 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025 

Keterangan(*): Angka Sementara 

Capaian ekspor barang dan jasa trendnya mengalami stagnasi hingga 

tahun 2024. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti 

keterbatasan inovasi produk, kurangnya diversifikasi pasar, serta kendala 

logistik dan sertifikasi ekspor.  

2.1.3.4 Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan 

Ekonomi 

2.1.3.4.1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 

Indeks kepuasan  layanan infrastruktur merupakan indikator 

komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas sarana fisik yang 

mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang 

memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas dan produktivitas 

wilayah, tetapi juga mempercepat pelayanan publik, pemerataan ekonomi, 

serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Varibel/dimensi 

pengukuran indeks kepuasan layanan infrastruktur antara lain: (1) Jalan 

dan jembatan meliputi jalan Kabupaten, jalan Desa, jembatan, jalan 

pertanian; (2) Infrastruktur air bersih meliputi akses layanan air bersih; (3) 

Infrastruktur perumahan meliputi drainase, jaringan listrik, jaringan 

internet/telepon, pengelolaan limbah; (4) Infrastruktur ruang publik 

meliputi pedestrian, ruang terbuka hijau, sarana olahraga; (5) Infrastruktur  

pelayanan publik meliputi  fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan 

pasar; (6) Infrastruktur irigasi meliputi irigasi primer, irigasi sekunder, 

irigasi tersier, irigasi air tanah, waduk, rawa, embung; dan (7) Sarana dan 

prasarana perhubungan meliputi halte dan sarana ojek, terminal, PJU, 

rambu, marka jalan, fasilitas parkir. 

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur menunjukkan 

perkembangan yang signifikan sejak 2022. Lonjakan ini mencerminkan 

adanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas 

antarwilayah, termasuk penguatan akses jalan, jaringan irigasi, serta 
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pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi dan pelayanan publik. 

Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memastikan pemerataan 

pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, 

mendorong kolaborasi pendanaan dengan sektor swasta, serta 

mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan tata ruang dan 

pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan daerah. Perkembangan 

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Lamongan dapat 

dilihat grafis di bawah ini: 

 

Gambar 2.32 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Lamongan 

Tahun 2020-2024 

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, 2025 

2.1.3.4.2 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak 

Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan dasar masyarakat dan menjadi bagian dari hak atas tempat 

tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi. Ketersediaan hunian layak yang 

merata juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan 

kualitas hidup, dan pembangunan kawasan yang tertata. 

 

Gambar 2.33 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten 

Lamongan 2020-2024 

Sumber: DPRKPCK Kabupaten Lamongan, 2025 

Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak menunjukkan 

peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian Rumah Tangga dengan Akses 

Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2024 mencapai 

214.656 rumah atau  sebesar 70,77%. Kedepan perlu memperkuat 

kebijakan perumahan berbasis komunitas, mengembangkan skema 

pembiayaan inovatif, serta memperluas cakupan intervensi program 

perumahan dan permukiman yang tersedia sarana dan prasarana dasar 

perumahan seperti air bersih, sanitasi dan ramah lingkungan.  

2.1.3.4.3 Jumlah Desa Mandiri 

0 0

77,89 79,44 81,83

2020 2021 2022 2023 2024
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Jumlah desa mandiri merupakan indikator penting yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kemandirian desa dalam aspek ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Peningkatan jumlah desa mandiri mencerminkan 

keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa 

berbasis potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta 

meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara berkelanjutan. 

 

Gambar 2.34 Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Lamongan 2020-2024 

Sumber: DPMD Kabupaten Lamongan, 2025 

Lonjakan ini menandakan keberhasilan berbagai intervensi program 

pembangunan dan pemberdayaan desa, termasuk penguatan kelembagaan, 

pemanfaatan dana desa, digitalisasi layanan. Namun demikian isu 

regenerasi petani, urbanisasi penduduk muda, dan keterbatasan inovasi 

berbasis potensi lokal masih menjadi hambatan dalam menciptakan desa 

yang benar-benar berdaya saing dan mandiri secara ekonomi.  

2.1.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro 

2.1.3.5.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB 

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemandirian fiskal daerah, khususnya sejauh mana pendapatan asli 

daerah yang bersumber dari pajak mampu berkontribusi terhadap total 

perekonomian wilayah. Rasio yang tinggi menunjukkan kekuatan fiskal 

daerah yang semakin mandiri dan berkelanjutan, sehingga pembangunan 

tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. 

 

Gambar 2.35 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB 

Sumber: Bapenda Kabupaten Lamongan, 2025 

Keterangan(*): Angka Sementara 

Pergerakan yang relatif datar ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak 

daerah terhadap perekonomian Lamongan belum mengalami peningkatan 

16 34

97

166

239

2020 2021 2022 2023 2024

0,34

0,33

0,34

0,33 0,33*

0,32

0,33

0,34

0,35

2020 2021 2022 2023 2024



 

77 
 

yang signifikan. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan 

digitalisasi sistem pemungutan, serta belum optimalnya ekstensifikasi dan 

intensifikasi pajak daerah. Di sisi lain, masih terdapat potensi ekonomi 

yang belum tergarap sepenuhnya untuk dijadikan basis penerimaan pajak. 

Sehingga perlu dilakukan reformasi sistem perpajakan daerah agar 

penerimaan daerah dapat meningkat secara adil, efisien, dan 

berkelanjutan. 

2.1.3.5.2 Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi untuk mengukur kestabilan harga barang dan jasa di 

suatu wilayah dalam periode tertentu. Pengendalian inflasi menjadi kunci 

penting dalam menjaga daya beli masyarakat, kestabilan iklim usaha, dan 

efektivitas program-program pembangunan.  

 

Gambar 2.36 Tingat Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Bagian Perekonomian Kabupaten Lamongan, 2025 

Tingkat inflasi mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam 

periode 2020–2024. Inflasi yang terkendali mencerminkan koordinasi yang 

baik antara kebijakan fiskal, moneter, dan distribusi barang kebutuhan 

pokok, serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengantisipasi gangguan pasokan dan permintaan secara proporsional dan 

terukur. Oleh karena itu, ke depan perlu terus memperkuat koordinasi Tim 

Pengendali Inflasi Daerah (TPID), memperluas akses pasar murah, 

memperkuat stok pangan lokal, serta mendorong kolaborasi antar daerah 

untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi 

masyarakat. 

 

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 

2.1.3.6 Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif 

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi 

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan instrumen strategis yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana transformasi tata kelola 

pemerintahan menuju birokrasi yang bersih, efektif, responsif, dan 

akuntabel telah berjalan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menjadi tolok 

ukur komitmen setiap institusi pemerintahan dalam melakukan perbaikan 
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berkelanjutan, baik dari sisi struktural, kultural, maupun manajerial. 

Komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan 

pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil 

terpotret melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Peningkatan 

siginifikan terjadi pada tahun 2024 sebagaimana yang dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.21 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

66,30 

(B) 

68,35 

(B) 

70,02 

(BB) 

75,89 

(BB) 

87,20 

(A) 

Sumber: Bagian Organisasi Setda,2025 

2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

merupakan bagian integral dari transformasi digital dalam tata kelola 

pemerintahan modern yang bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, 

transparansi pelayanan publik, dan keterpaduan sistem informasi.  

 

Gambar 2.37 Nilai Indeks SPBE Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan Tahun, 2025 

Capaian Indeks SPBE menunjukkan dinamika yang cukup signifikan 

selama periode 2020–2024. Nilai indeks ini mencerminkan kualitas 

kebijakan internal, infrastruktur TIK, tata kelola data, dan kapabilitas SDM 

digital, serta kesiapan layanan digital yang terintegrasi antar perangkat 

daerah.  

Pemkab Lamongan perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, 

mempercepat pembangunan infrastruktur digital, serta meningkatkan 

kapasitas SDM dan literasi digital agar dapat menjawab tantangan 

transformasi digital sehingga benar-benar memberikan dampak nyata 

terhadap kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. 

2.1.3.7 Hukum Berkeadilan dan Keamanan Nasional  

2.1.4.2.1 Indeks Demokrasi Indonesia 

Indeks Demokrasi merupakan indikator yang digunakan dalam rangka 

mengukur dan menilai kualitas sistem demokrasi di suatu negara yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti: (1) Proses pemilu dan 

pluralisme;(2) Kebebasan Sipil, mencakup hak-hak dasar individu. Negara 

harus memberikan ruang tersebut kepada masyarakat tanpa adanya 

3,5
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tekanan; (3) Partisipasi Politik, Negara memberikan keleluasaan bagi warga 

negara untuk terlibat dalam proses politik; dan (4) Tata Kelola 

Pemerintahan, demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia tiga 

tahun terakhir terkesan fluktuatif. Hal tersebut juga terjadi pada rata-rata 

indeks demokrasi provinsi.  

 

Gambar 2.38 Indeks Demokrasi Indonesia, Rata-rata Provinsi dan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2021-2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 

Tahun 2024 menjadi awal mula pelaksanaan pemilu dilaksanakan 

secara serentak yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden 

pada bulan Februari, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota 

pada bulan November yang lalu. Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan 

pesta demokrasi baik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 

mampu melaksanakan dengan baik dan kondusifitas wilayah terjaga 

dengan angka partisipasi pemilih mencapai 80%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kebebasan dan hak-hak politik masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan terbuka secara inklusif. 

Kendatipun demikian, kualitas demokrasi masih menjadi tantangan 

nasional, mengingat, Freedom House, sebagai salah satu Lembaga 

pemerhati demokrasi, menunjukkan bahwa nilai indeks demokrasi 

Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024. 

Penilaian yang sama juga dirlis dalam V-Dem Democracy Index 2024, 

bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Isu yang paling 

menonjol ditahun 2024 yakni politik dinasti. Kedepan perlu lebih 

memperhatikan perlindungan hak-hak dasar warganya dan meningkatkan 

kualitas tata kelola pemerintahan agar masyarakatnya dapat menikmati 

kesejahteraan sosial yang lebih baik dan lebih stabil secara politik. 

2.1.3.8 Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar 

Kawasan 

78,12 80,41 79,51

76,08 77,95 77,21

81,31 84,92 82,01
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2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah 

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang 

digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menjaga 

keberlanjutan pembangunan ditengah kondisi global yang penuh 

ketidakpastian. Indeks ini menjadi sangat penting karena memberikan 

gambaran objektif tentang sejauh mana suatu daerah dapat berkembang 

dan bersaing dalam konteks ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif 

sehingga dapat meningkatkan daya tarik Investasi dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia.  

Pada tahun 2024 skor nasional IDSD  yang dirilis oleh Badan Riset dan 

Inovasi Nasional sebesar 3,44 dari skala 5. Capaian tersebut lebih rendah 

jika dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Provinsi Jawa Timur yang 

berada diangka 3,78. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan skor indeks 

daya saing lebih tinggi dari pada capaian nasional yakni 3,72. Skor tersebut 

terbentuk atas empat komponen pengukuran yakni: Lingkungan 

Pendukung, Pasar, Sumber  Daya  Manusia dan Ekosistem Inovasi. 

Peningkatan daya saing daerah dapat memperkuat posisi daerah tersebut 

dalam peta pembangunan nasional dan global. Oleh karena itu pemerintah 

Kabupaten Lamongan perlu menguatkan kolaborasi lintas sektor agar 

dapat menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, 

serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

2.1.3.9 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah 

2.1.3.9.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan 

Pelayanan Dasar 

2.1.4.4.1.1 Pendidikan 

Urusan Pendidikan menjadi salah satu urusan dasar yang wajib 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan yang sangat 

penting sebagai fondasi pembangunan individu dan kemajuan suatu 

daerah. Pendidikan juga menjadi fondasi agar masyarakat tidak 

terperangkap dalam keterbelakangan. Berikut merupakan capaian kinerja 

urusan pendidikan: 

Tabel 2.22 Indikator-Indikator Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020-

2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Angka Partisipasi Kasar 

PAUD 
73.76% 80.20% 96.65% 97.18% 97,71% 
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Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Angka Partisipasi Kasar 
SD/MI 

113.51% 113.52% 113.85% 100.68% 101,7% 

Angka Partisipasi Kasar SMP 114.05% 114.07% 114.18% 110.86% 108,11% 

Angka Partisipasi Murni 
(APM) SD/MI 

99.96% 99.97% 94.10% 94.79% 94.85% 

Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMP 
90.05% 90.06% 90.06% 86.55% 86.88% 

Angka Melek Huruf  100% 100% 100% 100% 100% 

Indeks Pendidikan  0,639 0,65 0,667 0,668 0.672 

Angka Harapan Lama 

Sekolah 
13,48 13,77 14,01 14,02 14.03 

Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah 
7,92 8,04 8,33 8,34 99.66 

Angka Partisipasi Sekolah 

SD/MI 99.61 
99.10 99.2 99.99% 99.53% 

Angka Partisipasi Sekolah 

SMP/MTS 
99.5 99,31 99.31 98.95 94.85 

Rasio Guru terhadap siswa 11 11.1 11.2 10,4 10.93 

Rasio sekolah SD/MI 104.55 105 105.02 115,87 105.61 

Persentase Guru 

Bersertifikat Pendidik 
60.59 

51.01 
52.91 60.53% 54.58 

Rasio sekolah SMP/MTS 56.4 56.58 56.67 61,49 58.8 

Rasio Rombongan Belajar 

terhadap Siswa 
15.95 15.99 16 16.01 15.97 

Tingkat partisipasi warga 
negara usia 5-6 tahun yang 

berpartisipasi dalam PAUD 

N/A N/A 84,27 85,32 84.93% 

Tingkat partisipasi warga 

negara usia 7-12 tahun yang 

berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 

N/A 99,2 99,99 99,66 99.98% 

Tingkat partisipasi warga 

negara usia 13-15 tahun 

yang berpartisipasi dalam 

pendidikan menengah 
pertama 

N/A 99,31 98,94 99,53 99.99% 

Tingkat partisipasi warga 

negara usia 7-18 tahun yang 

belum menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 

menengah yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan 

N/A N/A 2,94 9,25 11.56% 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2025 

Sebagian besar indikator kinerja pada urusan Pendidikan di 

Kabupaten Lamongan menunjukan tren yang positif, akan tetapi masih 

terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaanya. Angka partisipasi 

sekolah di Kabupaten Lamogan juga belum dapat mencapai 100%. Saat ini 

masih minim sekolah dasar di Kabupaten Lamongan yang memiliki kualitas 
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dengan akreditasi minimal B. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik perlu 

ditingkatkan melalui pelatihan hingga sertifikasi. Hal tersebut penting 

karena tenaga pendidik merupakan ujung tombak keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan.  

Selanjutnya, terkait jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten 

Lamongan pada tahun 2024 Sebanyak 8. 486 dengan rincian Belum Pernah 

Bersekolah (BPB) 4,661, Drop Out (DO) 3,135, Lulus Tidak Melanjutkan 

(LTM) 1,771 Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah melakuka verifikasi 

sebanyak 439 Anak Tidak Sekolah. Pemerintah Kabupaten Lamongan 

dalam penanganan ATS telah melakukan beberapa Strategi diantaranya : 

(1) Pendataan, yang bersumber dari Data ATS dari Pusdatin, Sekolah 

melakukan verivikasi data ATS Kategori DO dan LTM, Desa/Kelurahan 

melakukan verifikasi data ATS. (2) Rekonfirmasi, Desa/Kelurahan 

melakukan rekonfirmasi dari hasil verifikasi dari satuan pendidikan sesuai 

kondisi dilapangan. (3) Pendampingan, Desa/Kelurahan melakukan 

pendampingan ke rumah sasaran ATS dengan metode home visite oleh 

Desa/Kelurahan. (4) Monitoring , ATS yang kembali bersekolah statusnya 

berubah menjadi APRS (Anak Rentan Putus Sekolah) dan akan 

dimonitoring Tim.  

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, pemerintah 

Kabupaten Lamongan telah mengimplementasikan program prioritas 

Pendidikan berkualiatas dan gratis bagi keluarga sejahtera (Perintis) yang 

selaras dengan program pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah 

Pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, diantaranya 

penerapan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; Dukungan terhadap 

program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pembangunan dan Revitalisasi 

Satuan Pendidikan; Digitalisasi   Sekolah; Wajib Belajar 13 Tahun; dan 

Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

 

2.1.4.4.1.2 Kesehatan 

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan 

dasar yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin 

aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan bagi seluruh 

lapisan masyarakat secara komprehensif. Dalam konteks ini, penguatan 

sistem pelayanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas SDM 

kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi kesehatan 

menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Lamongan. Secara umum 
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komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan daerah terhadap peningkatan 

kualitas Kesehatan tercermin dari capaian pada setiap indikator kinerja 

yang trendnya positif. 

 

Tabel 2.23 Indikator-Indikator Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Angka Kematian Balita per 

1000 kelahiran hidup 

5,37 per 

1000KH 

5,2 per 

1000 KH 

5,1 per 

1000 KH 

7.4 per 

1000 KH 

6,5 per 

1000 KH 

Angka Kematian Neonatal 

per 1.000 kelahiran hidup 

3,2 per 

1000 KH 

3,6 per 

1000 KH 

5,0 per 

1000 KH 

6.9 per 

1000 KH 

6,2 per 

1000 KH 

Rasio Posyandu per Satuan 

Balita 

2 per 100 

balita 

2,3 per 

100 balita 

2,3 per 

100 balita 

2.37 per 

100 balita 

1.88 per 

100 balita 

Rasio Dokter per Satuan 
Penduduk 

19 per 

100.000 
penduduk 

24 per 

100.000 
penduduk 

65 per 

100.000 
penduduk 

42 per 

100.000 
penduduk 

45.64 per 

100.000 
penduduk 

Rasio Puskesmas 

2,78 per 

100.000 

penduduk 

2,78 per 

100.000 

penduduk 

2,78 per 

100.000 

penduduk 

2,78 per 

100.000 

penduduk 

2.32 per 

100.000 

penduduk 

Rasio Rumah Sakit 

1,09 per 

100.000 

penduduk 

1,09 per 

100.000 

penduduk 

1,09 per 

100.000 

penduduk 

1.37 per 

100.000 

penduduk 

1.37 per 

100.000 

penduduk 

Cakupan Desa/ Kelurahan 
Universal Child 

Immunization (UCI) 

97.30% 95.60% 97.90% 90.93% 75,11% 

Tingkat Prevalensi 

Tuberkulosis (per 100.000 
penduduk) 

123 per 

100.000 
penduduk 

136 per 

100.000 
penduduk 

223 per 

100.000 
penduduk 

266 per 

100.000 
penduduk 

256 per 

100.000 
penduduk 

Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Penderita 

Penyakit DBD 

9,41 per 

100.000 

pddk 

21,78 per 

100.000 

pddk 

34,99 per 

100.000 

pddk 

15.98 per 

100.000 

pddk 

64,4 per 

100.000 

pddk 

Jumlah Kasus HIV AIDS 173 364 195 320 249 

Indeks Kesehatan 0.806 0.808 0.813 0.844 0,847 

Balita Stunting 
7,1 (4,396 

balita) 

6,32 

(3,276 

balita) 

5,56 

(3,190 

balita) 

4.2 

(2.569 

balita) 

4,15 

(2.779 

balita) 

Balita Gizi Buruk 214 292 214 247 234 

Jumlah Rumah Sakit 13 16 17 19 19 

Jumlah Puskesmas 33 33 32 32 32 

Jumlah Puskesmas 
Pembantu 

109 109 109 109 109 

Jumlah Pusat Layanan 

Kesehatan Desa 
474 474 474 474 474 

Jumlah Posyandu 1745 1746 1749 1750 1750 

Angka Kematian Ibu (AKI) 83.64 148.29 52.02 96.24 53.98 

Prevalensi Stunting (Pendek 

Dan Sangat Pendek) Pada 
Balita 

N/a 20.50% 27.50% 9.40% 
Belum 

release 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2025 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja pada urusan Kesehatan 

trendnya mengalami peningkatan. Dalam rangka menjaga keberlanjutan 

pembangunan di sektor Kesehatan, kedepan pemerintah Kabupaten 

Lamongan perlu fokus pada upaya penanggulangan penyakit yang menjadi 

prioritas nasional, yaitu AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM). 

Pencegahan dapat dilakukan dengan memasifkan Gerakan cek Kesehatan 

gratis bagi masyarakat di setiap fasilitas Kesehatan milik pemerintah. 

Selain itu terkait dengan Angka Kematian Ibu dan Prevalansi Stunting yang 

kinerjanya semakin baik harus terus dimitigasi dengan upaya promosi 

preventif baik melalui edukasi maupun pelayanan kesehatan yang optimal 

yang dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat dasar. 

2.1.4.4.1.3 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Infrastruktur memainkan peran yang sangat penting dalam 

pembangunan di daerah dan memiliki dampak besar pada pertumbuhan 

ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup. Penyelenggaraan 

urusan pekerjaan umum di bidang jalan mengacu pada Surat Keputusan 

Bupati Lamongan Nomor 188/182/KEP/413.013/2024 tentang Status 

Jalan di Kabupaten Lamongan. Acuan ini telah diverifikasi dan masih 

relevan, karena tidak terdapat perubahan status jalan kabupaten dalam 

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3./201/013/2025. 

Berdasarkan acuan tersebut, kondisi kemantapan jalan pada tahun 2024 

adalah 91,19%. Sedangkan kondisi jalan dan jembatan yang berkategori 

baik, dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 2.39 Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik  

Tahun 2020-2024  

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 2025 

Indikator persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi 

baik selama periode 2020-2024 memiliki capaian fluktuatif. Peningkatan 

jalan dalam kondisi mantap terus diupayakan secara bertahap yang 

menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten 

Lamongan terkait pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan 

jembatan melalui program Jalan mantap dan alus (Jamula).  
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Berkaitan dengan indeks infrastruktur irigasi, ketersediaan air baku, 

dan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Lamongan 

pada tahun 2020-2024 memiliki capaian yang terus meningkat. Hal 

tersebut menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan sumber 

daya air untuk mendukung kebutuhan pertanian dan industri. Sedangkan 

rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan 

irigasi di Tahun 2024 sebesar 84,20 mengalami penurunan 3,15 poin jika 

dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. 

 

Gambar 2.40 Indeks Infrastruktur Irigasi, Ketersediaan Air Baku, dan Persentase 

Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, 2025 

2.1.4.4.1.4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 

Perumahan dan kawasan pemukiman memainkan peran kritis dalam 

pembangunan di daerah, karena berkaitan langsung dengan kehidupan 

sehari-hari. Infrastruktur perumahan yang layak, seperti rumah yang aman 

dan terjangkau dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Berkaitan dengan Lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang 

baik, sistem pengelolaan limbah maupun akses ke air bersih dalam 

mendukung terwujudnya lingkungan yang layak harus benar-benar di 

perhatikan. Capaian Indeks Permukiman dan rumah layak huni tertuang 

pada grafis di bawah ini: 

 

Gambar 2.41 Persentase Rumah Layak Huni dan Indeks Permukiman  

Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, 2025 

Capaian persentase rumah layak huni dan indeks permukiman di 

Kabupaten Lamongan selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif. 
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Kenaikan ini menunjukkan efektivitas berbagai program penataan kawasan 

permukiman, termasuk rehabilitasi permukiman kumuh, pengembangan 

infrastruktur dasar, serta penerapan kebijakan tata ruang yang lebih 

optimal. 

Di sisi lain, persentase rumah layak huni peningkatannya masih 

relatif kecil, sehingga masih menjadi tantangan untuk menghadirkan 

rumah yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. 

Ke depan, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam penyediaan 

perumahan yang terjangkau dan percepatan program rehabilitasi rumah 

tidak layak huni guna memastikan lebih banyak masyarakat dapat 

menikmati hunian yang layak.  

Selanjutnya, terkait akses sanitasi, persampahan, dan air minum 

perpipaan trendnya selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan 

yang signifikan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang pada grafis di 

bawah ini:  

 

Gambar 2.42 Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, 2025 

Peningkatan kinerja mencerminkan adanya upaya intensif dalam 

pengembangan sistem sanitasi berbasis masyarakat serta pembangunan 

fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Sistem pengelolaan 

sampah, baik dalam bentuk tempat pembuangan sementara (TPS), sistem 

pengangkutan, maupun pengolahan akhir juga mengalami peningkatan 

yang signifikan. Untuk persentase akses rumah tangga terhadap air minum 

perpipaan yang meningkat menunjukkan komitmen pemerintah dalam 

memperluas cakupan layanan air bersih sebagai kebutuhan dasar.  

Selanjutnya, capaian tiga indikator yang menggambarkan kinerja 

dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 
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Permukiman trendnya fluktuatif. Namun demikian pemerintah Kabupaten 

Lamongan berhasil meningkatkan penanganan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha secara signifikan. Hal tersebut sebagaimana yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.24 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat Dan 

Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024  

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase warga negara korban bencana 
kabupaten/kota yang memperoleh rumah 
layak huni 

N/A 38% 100% 100% 61.29% 

persentase Luas kawasan permukiman 
kumuh dibawah 10 ha yang ditangani 

N/A 29,22% 36,75% 30,48% 70.46% 

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang 
Tertangani 

N/A N/A N/A N/A 70.77% 

Persentase perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum) 

N/A 67% 69% 71% 63.96% 

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, 2025 

2.1.4.4.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Sosial 

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat sebagai urusan wajib dasar diharapkan dapat 

menjaga kondusifitas dan stabilitas politik, sosial, hukum, ekonomi  dan 

budaya serta harmonisasi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Sehingga 

penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan bisa berjalan secara 

dinamis.  

 Keberhasilan dalam penegakan hukum dan penyelesaian terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan ketertiban umum sepanjang 

tahun 2020-204 mencapai 100%. Mitigasi bencana yang dipersiapkan 

dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Lamongan mampu meningkatkan 

kapasitas masyarakat terhadap kejadian bencana. Berbagai capaian 

tersebut menunjukkan efektivitas aparatur dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya.  
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Tabel 2.25 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase penanganan pra bencana 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase jumlah warga negara yang 
mendapatkan pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Kebakaran yang 
Tertangani 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Gangguan Trantibum yang 
Terselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP dan BPBD, Kab. Lamongan, Tahun 2025. 

2.1.4.4.1.6 Sosial 

Komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghadirkan 

pelayanan di sektor sosial sebagai urusan wajib dasar diarahkan pada 

pemberian jaminan bagi masyarakat rentan. Indikator kinerja yang 

merepresentasikan keberhasilan dalam menghadirkan layanan sosial 

adalah Persentase Pemerlu Perhatian Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 

meningkat kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Pemerlu Perhatian Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan kumpulan 

kelompok rentan yang terdiri dari para fakir miskin, Lansia, Disabilitas dan 

gelandangan, korban bencana serta beberapa kelompok rentan lainnya. 

Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memaksimalkan peran 

pendamping PPKS dalam melakukan graduasi terhadap penerima bansos 

dan meningkatkan kapasitas melalui sinergitas dengan aparat desa. 

Adapun capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat melalui grafik berikut: 

 

Gambar 2.43 Capaian PPKS yang Meningkat Kapasitasnya Kabupaten Lamongan 

tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2025 

 Capaian di atas menunjukkan bahwa program pengentasan 

kemiskinan atau perlindungan PPKS yang diimplementasikan oleh 

pemerintah dan didukung dengan sinergitas stakeholder efektif untuk 

meningkat kapasitas PPKS. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 

layanan terhadap PPKS, perlu membentuk UPT yang menangani 

permasalahan PPKS serta menyiapkan rumah singgah atau ruang 
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rehabilitasi sosial. Terkait upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban 

bancana alam dan sosial, pemerintah Kabupaten Lamongan dalam lima 

tahun terakhir mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi 

korban bencana dengan baik atau setara 100%. Hal tersebut tidak terlepas 

dari komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menghadirkan 

pelayanan terbaik dan kesetaraan terhadap kelompok rentan, sekaligus 

memastikan bahwa semua masyarakat Lamongan harus mendapatkan 

aksesibilitas untuk mencapai kesejahteraannya. 

2.1.3.9.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan 

Pelayanan Dasar 

2.1.4.4.2.1 Tenaga Kerja 

Urusan tenaga kerja merupakan bagian penting dari pelayanan dasar 

yang berperan dalam memberikan perlindungan, dan mendukung 

pengembangan sumber daya manusia. Tenaga kerja memegang peranan 

krusial dalam mendorong proses pembangunan. Capaian kinerja 

pemerintaj Kabupaten Lamongan pada urusan ketenagakerjaan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.26 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan 
yang Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja 
(RTK) 

N/A N/A N/A N/A 100% 

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 
Kompetensi 

N/A N/A 2.29 2.50 3.17 

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja N/A N/A N/A N/A 40.62370594 

Persentase Perusahaan yang menerapkan 
tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS 
Bipartit, Skala Upah, dan terdaftar peserta 
BPJS). 

N/A N/A N/A N/A 95.67 

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan 
(dalam dan luar negeri) melalui 
mekanisme layanan antar kerja lintas 
daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
daerah Provinsi. 

N/A N/A 73.25 74.52 75.15 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan, 2025 

Tantangan dalam sektor ketenagakerjaan meliputi ketidakseimbangan 

antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan 

pekerjaan, rendahnya kualitas tenaga kerja, minimnya perlindungan 

pekerja, kurangnya pelatihan yang memadai, serta ketidaksesuaian antara 

kebutuhan pasar kerja dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lamongan senantiasa 

berupaya untuk melaksanakan fasilitasi penempatan kerja dengan 

memperhatikan ketrampilan dan kualifikasi serta memberikan informasi 

pasar kerja dan mengadakan bursa kerja. Terkait dengan persentase tenaga 
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kerja yang ditempatkan didalam dan di luar negeri melalui mekanisme 

layanan antar kerja lintas daerah capaian terus mengalami peningkatan. 

Untuk menjaga kinerja positif dalam lima tahun kedepan pemerintah 

Kabupaten Lamongan perlu mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja 

berbasis kompetensi guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia, 

terutama bagi mereka yang berada dalam usia kerja. 

2.1.4.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peranan 

penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kualitas pelayanan pemerintah di sektor ini dapat diukur melalui Indeks 

Pembangunan Gender (IPG). capaian IPG di Kabupaten Lamongan sebagai 

beriku. 

 

Gambar 2.44 Capaian IPG Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2025 

Secara menyeluruh, IPG mengalami peningkatan dari tahun 2020-

2024. Kinerja tersebut sekaligus menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

peran perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang ekonomi, 

politik dan pemerintahan. Kedepan pemerintah perlu terus mendorong 

peran perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, melakukan 

pelatihan, pendidikan, dan dukungan sosial dalam rangka meningkatkan 

peran perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. 

Selanjutnya, terkait capaian indikator pendukung yang menggambarkan 

kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2020-2024 trendnya 

fluktuatif. Hal tersebut sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase ARG pada Belanja 
Langsung APBD 

74.48% 81.98% 71.77% 63.51% 31.46% 
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Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Anak Korban kekerasan 
yang Ditangani Instansi Terkait 
Kabupaten 

0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 100% 

Rasio Kekerasan Terhadap 
Perempuan, Termasuk TPPO (per 
100.000 Penduduk Perempuan) 

1.16 2.18 5.52 0.0036 2.79 

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) - 0,423 0,272 0,334 0,203 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. Lamongan, 2025 

2.1.4.4.2.3 Pangan 

Ketahanan pangan merupakan pelayanan dasar yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa orang memiliki akses ke makanan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar mereka. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 

dapat digunakan untuk mengukur upaya pemerintah untuk meningkatkan 

ketahanan pangan melalui partisipasi pelayanan urusan pangan. 

 

Gambar 2.45 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2025 

Secara keseluruhan, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 

mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sehingga menjadikan 

Kabupaten Lamongan sebagai “Kabupaten Sangat Tahan Pangan”. 

Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya pertanian yang melimpah 

sehingga bisa memproduksi banyak pangan dalam rangka memastikan 

ketersediaan konsumsi pangan. Adapun capaian konsumsi pangan 

tertuang pada grafis berikut: 

 

Gambar 2.46 Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Ton) Kabupaten Lamongan Tahun 2020-
2024 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, 2025 

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan konsumsi pangan di 

Kabupaten Lamongan yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024 

dalam satuan kilogram per kapita per ton. Fluktuasi tersebut 

mencerminkan dinamika konsumsi pangan di Kabupaten Lamongan dan 
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dapat menjadi acuan penting dalam perencanaan ketahanan pangan dan 

kebijakan pertanian daerah. 

Selanjutnya terkait dengan skor pola pangan harapan selama periode 

2020 hingga 2024 trendnya mengalami peningkatan. Peningkatan skor ini 

mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dan masyarakat dalam 

memperbaiki kualitas konsumsi pangan, baik dari segi keragaman maupun 

keseimbangannya, untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Capaian 

tersebut dapat dilihat pada grafis di bawah ini: 

 

Gambar 2.47 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, 2025 

Selanjutnya capaian dua indikator yang dapat menggambarkan 

kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan urusan 

Pangan trendnya fluktuatif sepangjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal 

tersebut sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Daerah Rentan Rawan 
Pangan 

 

N/A 10,33% 3,37% 3,16% 1.90% 

Persentase pangan segar yang memenuhi 
persyaratan dan mutu keamanan 
pangan 

N/A 100% 96.66% 100% 96.83% 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, 2025 

2.1.4.4.2.4 Pertanahan 

Pelayanan utama dalam urusan pertanahan berkaitan dengan 

mengelola tanah atau lahan sebagai aset untuk mengatur hak kepemilikan 

yang jelas. Salah satu indikator dalam urusan pertanahan yaitu Luas tanah 

yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan 

 redistribusi tanah pada tahun anggaran di tahun 2024 telah tercapai 

100 %. Selanjutnya indikator lainnya yaitu persentase tanah aset yang 

bersertifikat sebagaimana yang tertuang pada grafis berikut: 
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Gambar 2.48 Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat  Tahun 

2020-2024 

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan, 2025 

Grafik di atas menyajikan perkembangan persentase tanah aset 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang telah bersertifikat selama 

kurun waktu lima tahun. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya 

fluktuasi dalam capaian sertifikasi tanah aset pemerintah daerah. Untuk 

mendorong kinerja tersebut pemerintah daerah perlu melakukan 

pendekatan yang lebih efektif, seperti digitalisasi data aset, percepatan 

pengumpulan dokumen, serta intensifikasi program pendaftaran tanah 

sistematis. 

2.1.4.4.2.5 Lingkungan Hidup 

Urusan lingkungan hidup adalah jenis pelayanan dasar yang sangat 

penting untuk menjaga keberlangsungan alam dan kehidupan manusia. 

Sehingga perlu menerapkan kebijakan yang berwawasan lingkungan, 

merancang tata ruang yang berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan. 

Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan 

urusan Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 

trendnya mengalami peningkatan sebagaimana yang tertuang pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,67 64,92 64,7 64,27 63,33 

Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi 
Aman 

5,45 5,61 5,76 5,92 6,08 

Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas 
Pengolahan Sampah 

40,26 42,13 39,58 50,73 51,88 

Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan 
Penuh Pengumpulan Sampah 

18,56 19,67 20,87 22,37 23,97 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan, 2025. 

2.1.4.4.2.6 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan 

wajib yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pencatatan 

dan kepemilikan identitas kependudukan. Kinerja pemerintah Kabupaten 

Lamongan dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sepanjang 

43,13

58,28

36,77

52,46
65,24

2020 2021 2022 2023 2024
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tahun 2020-2024 trendnya positif dan mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Lamongan terus melakukan inovasi untuk mendapatkan layanan 

kependudukan bagi masyarakat. Bahkan melalui inovasi 3 in 1 yang 

bekerjasama dengan fasilitas Kesehatan baik milik pemerintah maupun 

swasta, kini setiap anak yang baru saja dilahirkan bisa langsung 

mendapatkan Kartu Identitas Anak atau KIA, Akta lahir dan orang tua bisa 

melakukan update kartu keluarga.  Sedangkan Kepemilikan KTP Elektronik 

trendnya fluktuatif sebagai bentuk dinamika dalam proses perekaman dan 

distribusi KTP Elektronik. Kini pemerintah juga terus mendorong 

percepatan kepemilikan identitas kependudukan digital. Capaian indikator 

dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan 

Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 
Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Prosentase Kepemilikan KTP Elektronik 98% 98,96% 93,6% 98,11% 98,91% 

Persentase kepemilikan KIA 25,24% 45,40% 49,39% 55,70% 65,46% 

Kepemilikan akta kelahiran 94,94% 98,57% 98,84% 98,86% 98,92% 

Pemanfaatan data berdasar PKS - 9,21% 9,23% 29,03% 39,06% 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lamongan, 2025. 

2.1.4.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat desa dalam 

pengelolaan dan pembangunan sumber daya lokal. Desa memiliki dampak 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

sehingga memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Berikut 

ini adalah jumlah desa menurut indikator sangat tertinggal, tertinggal, 

berkembang, maju, dan mandiri di Kabupaten Lamongan. 

Tabel 2.31 Jumlah Desa Berdasarkan Kategori di Kabupaten Lamongan Tahun 2020-

2024 

Kategori 2020 2021 2022 2023 2024 

Desa Sangat Tertinggal 0 0 0 0 0 

Desa Tertinggal 0 0 0 0 0 

Desa Berkembang 323 271 176 58 0 

Desa Maju 123 157 189 238 223 

Desa Mandiri 16 34 97 166 239 

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Lamongan, 2025 
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Tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah desa berdasarkan 

kategori di Kabupaten Lamongan selama periode 2020 hingga 2024. Selama 

lima tahun tersebut, tidak ada desa yang masuk dalam kategori "Desa 

Sangat Tertinggal" maupun "Desa Tertinggal". Perkembangan ini 

mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa di Kabupaten 

Lamongan yang mampu mendorong peningkatan status desa menuju 

kategori yang lebih mandiri dan maju. Hal tersebut dapat dilihat dari 

capaian indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri dan 

persentase pengentasan desa tertinggal yang meningkat signifikan dalam 

lima tahun terakhir. 

2.1.4.4.2.8 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

berfungsi untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan 

meningkatkan kualitas penduduk di semua dimensinya. Pembangunan 

sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pemerintah harus 

mengontrol pertumbuhan penduduk untuk mengelola sumber daya 

ekonomi yang terbatas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, dan mencegah tekanan berlebihan terhadap layanan dasar, 

lapangan kerja, dan infrastruktur. Berikut adalah perkembangan populasi 

Kabupaten Lamongan. 

 

Gambar 2.49 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamongan, 2025. 

Grafik di atas menunjukkan tren adanya perlambatan dalam 

pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan selama lima 

tahun terakhir yang mencerminkan keberhasilan program pengendalian 

penduduk yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Kinerja positif 

pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana nampak pada 

peningkatan kinerja tiga indikator yang tertuang pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Angka Kelahiran Total (TFR) 2.03 1.88 1.9 1.87 1.87 

Persentase pemakaian Kontrasepsi 
Modern (mCPR) 

79.73 79.30 72.32 76.87 76.22 

2,13 1,85 1,83

0,32

2020 2021 2022 2023 2024
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Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase kebutuhan Ber-KB yang 
Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) 

6.11 7.48 8.97 7.10 4.48 

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamongan, 2025. 

2.1.4.4.2.9 Perhubungan 

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan konektifitas pelayanan 

publik diperlukan akses dan sarana perhubungan yang baik. Capaian 

kinerja urusan perhubungan ini dapat dilihat melalui indikator indeks 

layanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.50 Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2025 

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Indeks Layanan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lamongan selama periode 2020 

hingga 2024 trendnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini 

mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem lalu lintas dan angkutan 

jalan yang didukung oleh kebijakan dan program peningkatan infrastruktur 

serta manajemen transportasi yang efektif. Sedangkan untuk persentase 

ruas jalan kabupaten di Lamongan yang telah terpenuhi alat 

kelengkapannya selama periode 2020 hingga 2024 juga mengalami 

peningkatan. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah 

Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan ketersediaan kelengkapan 

jalan dalam kondisi ideal demi mendukung keselamatan dan kenyamanan 

pengguna jalan.  

 

Gambar 2.51 Persentase Ruas Jalan Kabupaten yang Terpenuhi Alat 

Kelengkapannya Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2025 

  

85

74,3

82,22 83,49
85,62

2020 2021 2022 2023 2024

 Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan

67,19 65,3
75,17

96,7 96,85

2020 2021 2022 2023 2024
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2.1.4.4.2.10 Komunikasi Dan Informatika 

Urusan Komunikasi dan Informatika sangat penting untuk 

mengembangkan berbagai aspek kehidupan manusia maupun tata kelola 

pemerintahan ditengah semangat e-Government yang menuntut efisiensi 

dan transparansi atau ketebukaan informasi publik. Terkait dengan 

keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lamongan pada lima tahun 

terakhir mengalami stagnasi. Stabilitas nilai dalam tiga tahun terakhir 

mengindikasikan adanya upaya untuk menjaga keterbukaan informasi 

publik, meskipun belum mampu mengembalikan capaian seperti pada 

tahun 2020. Kedepan tentu memerlukan strategi dan arah kebijakan untuk 

meningkatkan kualitas transparansi dan aksesibilitas informasi publik di 

Kabupaten Lamongan.  

Selanjutnya terkait dengan indikator pemenuhan akses internet bagi 

seluruh Perangkat Daerah dan UPT Teknis, dalam lima tahun terakhir 

pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyiapkan sarana dan prasarana 

digital (internet) untuk mendukung kinerja birokrasi. Namum demikian 

belum semua perangkat daerah yang mau dan bisa memanfaatkan sistem 

penghubung layanan Pemerintah daerah, sehingga trendnya mengalami 

stagnasi sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Skor Keterbukaan Informasi Publik 80 63 65 65 70 

Persentase Perangkat Daerah (PD) 
dan/atau 
unit pelaksana teknis daerah yang 
terhubung 
dengan akses internet yang disediakan 
oleh 
Dinas Kominfo 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Perangkat Dearah yang 
Memanfaatkan Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) 

N/A 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2025 

2.1.4.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memegang peranan strategis 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagai tulang punggung perekonomian lokal, 

dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, 

mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat perekonomian berbasis 

kerakyatan. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor ini, 

diperlukan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan, meliputi 
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peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya 

manusia, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi dan 

digitalisasi. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan tertuang 

pada tabel di bawah ini:  

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pertumbuhan Volume 

Usaha Koperasi 
68,57 69 88,31 88,31 70.5 

Persentase Usaha Kecil 

yang Bertransformasi dari 

Informal ke Formal 
35,63 40 25,34 48,81 52 

Pertumbuhan Wirausaha 0,45 0,50 1,07 1,58 2 

Persentase Koperasi 

Berkualitas 
60.46% 66.20% 68.02% 70.94% 72,59 

Persentase Koperasi Aktif 82,27 77,02 91,54 92,07 93,98 

Persentase Usaha Kecil 

terhadap Usaha Mikro dan 

Usaha Kecil 

9.18% 9.51% 9.83% 10.03% 10,43% 

Persentase Usaha Mikro 

dan Kecil yang Naik kelas 

(%) 

3% 3,1 % 3,25% 3,43% 3,63% 

Jumlah Usaha Mikro 229.221 228.383 227.564 227.064 243.234 

Persentase peningkatan 

jumlah Usaha Mikro 

24.859/ 

244.309 

29.552/ 

244.309 

29.552/ 

244.309* 

29.552/ 

244.309* 
N/A 

Jumlah Usaha Kecil 23.165 24.001 24.820 25.350 26.390 

Persentase peningkatan 

jumlah Usaha Kecil 

2.135/ 

7.047 

2.553/ 

7.048 

2.553/ 

7.048* 

2.553/ 

7.048* 
N/A 

Sumber: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, 2025 

Perkembangan sektor koperasi serta usaha kecil dan menengah di 

Kabupaten Lamongan menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun 

terakhir. Kualitas koperasi terus meningkat, ditandai dengan peningkatan 

persentase koperasi berkualitas dari tahun ke tahun. Pada sektor usaha 

kecil, kontribusinya terhadap keseluruhan usaha mikro dan kecil juga 

mengalami pertumbuhan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti dukungan kebijakan pemerintah, akses permodalan yang 

lebih luas, serta semakin berkembangnya ekosistem bisnis di Kabupaten 

Lamongan. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha mikro 

memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.   

2.1.4.4.2.12 Penanaman Modal 

Urusan penanaman modal merupakan salah satu urusan konkuren 

yang strategis dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi 
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daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan 

iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing, baik melalui 

penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, maupun 

pemberian insentif dan kemudahan kepada investor. Penanaman modal 

tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan 

daerah, serta pemerataan pembangunan. Kinerja urusan penanaman 

modal di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 0-1 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Nilai 

Realisasi 

Investasi 
PMDN 

124.466.20

0.000 

210.896.00

0.000 

205.375.600.

000 

1.544.395.00

0.000 

1.363.901.585

.439 

Nilai 

Realisasi 

Investasi 

PMA 

364.823.00

0.000 

173.542.70

0.000 

285.773.017.

100 

435.430.376.

989 

2.437.252.226

.989 

Peningkata

n Nilai 

Investasi 

PMDN dan 

PMA 

489.289.20

0.000 

384.438.70

0.000 

491.148.617.

100 

1.979.825.37

6.989 

3.801.153.812

.428 

Jumlah Izin 

Usaha yang 

dikeluarkan 

3.619 5.665 23.218 41.676 31.582 

Jumlah 

Investor 

PMDN 

2991 66 82 248 565 

Jumlah 

Investor 
PMA 

24 13 26 76 107 

Persentase 

Peningkata

n Investasi 

N/A N/A 1.5 2 8.02 

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Lamongan, 2025 

Berdasarkan data capaian urusan penanaman modal Kabupaten 

Lamongan tahun 2020-2024, terdapat tren positif dalam perkembangan 

realisasi investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Kedepan memerlukan strategi dan 

arah kebijakan untuk meningkatkan realisasi investasi melalui identifikasi 

sektor unggulan dengan penyusunan dan pemetaan potensi investasi, 

kemudahan perizinan melalui Sistem OSS dan tepat waktu, peningkatan 

infrastruktur, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar dapat 

memberikan dampak ekonomi dan sosial secara optimal.  
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2.1.4.4.2.13 Kepemudaan Dan Olahraga 

Urusan kepemudaan dan olahraga merupakan urusan wajib non-

layanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Melalui 

berbagai program dan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga, 

pemerintah diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kualitas 

sumber daya manusia secara berkelanjutan. Berikut ini adalah capaian 

yang telah diraih dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten 

Lamongan. 

Tabel 2.35 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Peningkatan prestasi Olahraga N/A 12.6 13.04 14.00 39% 

Persentase Peningkatan 
Prestasi Pemuda dan Atlet 12% 41% 20,85% 20,85% 

Indikator 
tidak di 
gunakan 

Jumlah Atlet Binaan 91 252 636 839 66 

Jumlah Atlet Berprestasi 104 117 105 306 447 

Jumlah Sarana Prasarana 
Olahraga 

7 7 8 8 8 

Jumlah Cabang Olahraga yang 
Terfasilitasi 

30 N/A 36 39 39 

Jumlah Organisasi pemuda 27 27 28 19 29 

Jumlah Pemuda Berprestasi 98 9 19 92 93 

Jumlah Pemuda Wirausaha 0 53 57 107 112 

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Lamongan, 2025 

 

Capaian kinerja pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten 

Lamongan pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren 

perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan pembinaan serta dukungan terhadap atlet, yang kemungkinan 

didorong oleh kebijakan pengembangan olahraga daerah dan peningkatan 

fasilitas latihan. Namun demikian terkait prestasi pemuda dan atlet perlu 

penguatan pembinaan kompetisi yang diikuti, serta dukungan sarana dan 

prasarana.  Kedepan pemerintah perlu mendorong partisipasi pemuda 

dalam organisasi formal. 

2.1.4.4.2.14 Statistik 

Urusan statistik memiliki peran strategis dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan, karena menyediakan data yang akurat dan 

terstruktur sebagai dasar pengambilan kebijakan. Melalui pengelolaan data 

yang sistematis, pemerintah dapat memantau perkembangan sosial, 

ekonomi, dan demografi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang 
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dalam berbagai sektor. Kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 

urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Data Statistik Sektoral yang 

Dipublikasikan 

35,80

% 

51,34

% 

55,30

% 

56,36

% 

39,07

% 

Persentase Perangkat Daerah yang 

menggunakan data statistik dalam 

menyusun perencanaan pembangunan 

daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) N/A N/A N/A N/A 1,99 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2025 

Tabel di atas menunjukkan perkembangan dalam publikasi data 

statistik sektoral fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor yang 

mempengaruhi dinamika ini adalah ketersediaan data dan efektivitas 

sistem pengelolaan informasi. Sejauh ini seluruh perangkat daerah secara 

konsisten telah memanfaatkan data statistik dalam perencanaan 

pembangunan untuk memastikan bahwa perencanaan akurat dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sedangkan terkait dengan 

Indeks Pembangunan Statistik, penghitungannya baru dimulai tahun 

2024. Kedepan, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya 

meningkatkan capaian indeks tersebut melalui percepetan implementasi 

Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data, penyempurnaan proses 

bisnis statistic dan penguatan kelembagaan. 

2.1.4.4.2.15 Persandian 

Urusan persandian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan 

data serta memastikan kenyamanan masyarakat dalam mengakses 

informasi secara digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan 

meningkatnya layanan berbasis elektronik, Kabupaten Lamongan terus 

berupaya memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi data yang 

dipublikasikan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang 

keamanan informasi menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang berbasis digital, aman, dan terpercaya.  

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase pengamanan sistem 
elektronik dan informasi 

N/A N/A 10,24% 17,94% 25,62% 

Persentase Ketersediaan Jaringan 
Intranet Dan Akses Internet Publik 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Laporan masyarakat 
yang ditindaklanjuti 

100 100 87,94% 83,13% 93,34% 

Tingkat kesiapan pengamanan 
informasi pemerintah daerah 

N/A N/A N/A 19,07% 36,50% 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2025 
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Capaian kinerja urusan persandian di Kabupaten Lamongan  

sepanjang tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif dalam berbagai 

aspek keamanan. Trend tersebut mencerminkan komitmen pemerintah 

daerah dalam memperkuat perlindungan data digital agar lebih aman dan 

terjamin serta responsif dalam menangani keluhan masyarakat terkait 

keamanan dan layanan digital.  

2.1.4.4.2.16 Kebudayaan 

Akulturasi budaya serta adat istiadat di Kabupaten Lamongan 

merupakan hasil dari perjalanan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh 

tokoh-tokoh dan pemimpin masa lampau. Melalui berbagai upaya 

pelestarian dan pengembangan, Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk 

menjaga nilai-nilai budaya, baik dalam bentuk tradisi, seni, maupun 

peninggalan sejarah yang menjadi kebanggaan daerah. Capaian dalam 

bidang kebudayaan ini menjadi bukti nyata bahwa warisan leluhur terus 

dirawat dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas masyarakat 

Lamongan. 

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Cagar Budaya yang 
Dilestarikan 

69,47 72,68 73,17 73,55% 74,51% 

Jumlah Benda Cagar Budaya yang 
Dilestarikan 

66 69 70 75 76 

Jumlah Kelompok Seni yang 
dibina 

18 18 110 113 122 

Seni yang Berprestasi 45 50 50 50  50 
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2025 

Kabupaten Lamongan terus berkomitmen dalam upaya pelestarian 

dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari identitas daerah. 

Salah satu indikator utama adalah persentase cagar budaya yang 

dilestarikan, yang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kesadaran dan upaya pelestarian terhadap warisan budaya semakin 

diperkuat. Kinerja di atas menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah 

Kabupaten Lamongan dalam mendukung pengembangan seni dan budaya 

lokal sangat kuat.  

 

2.1.4.4.2.17 Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan sarana penting dalam mendukung proses 

pembelajaran dan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten 

Lamongan. Keberadaan perpustakaan di setiap daerah menjadi aspek 

krusial dalam menunjang pendidikan dan pengembangan wawasan 

masyarakat. Di Kabupaten Lamongan, pengembangan perpustakaan terus 
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dilakukan untuk meningkatkan akses literasi bagi masyarakat. Bahkan 

kini perpustakaan tersedia di berbagai instansi pemerintahan dan ruang 

publik, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi 

dan referensi. Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Pertumbuhan 
Kunjungan Perpustakaan 

3,48 5,27 5,05 4,80 5,48% 

Jumlah Pengunjung 
Perpustakaan 

802.293 844.602 887.236 929.886 980.866 

Nilai Kegemaran Membaca 

Masyarakat 
- 70,90 65,90 66,21 70,4 

Jumlah Perpustakaan desa/ 
kelurahan/Kecamatan 

227 227 227 225 225 

Jumlah Perpustakaan yang 
dibina  

120 90 83 46 44 

Persentase Peningkatan 
Perpustakaan Sesuai Standar 
Nasional Perpustakaan 

- 2,24% 2,84% 3,35% 3,96% 

Persentase Koleksi Daerah 
Dan Naskah Kuno Yang 
Dilestarikan 

- 91% 91,52% 92,13% 93,02% 

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, 2025 

Tabel di atas menunjukkan perkembangan sektor perpustakaan di 

Kabupaten Lamongan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek pada 

tahun 2020 hingga 2024. Dengan tren positif ini, diharapkan ekosistem 

literasi di Kabupaten Lamongan terus berkembang untuk mendukung 

peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Dalam 

peningkatan kualitas SDM sebagai modal dalam peningkatan kualitas 

pembangunan perlu dilaksanakan pengembangan perpustakaan sebagai 

tempat belajar yang efektif sebagai upaya meningkatkan literasi masarakat. 

 

2.1.4.4.2.18 Kearsipan 

Manajemen kearsipan memiliki peran krusial dalam mendukung 

efektivitas tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pengambilan 

keputusan, hingga perlindungan hak dan kewajiban masyarakat. Arsip 

tidak hanya menjadi sumber informasi yang akurat, tetapi juga berfungsi 

sebagai bukti sah dalam berbagai aspek administrasi dan hukum. 

Kearsipan menjadi fondasi yang mendukung kelancaran administrasi, 

mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat akuntabilitas. 

Secara keseluruhan kinerja pada urusan kearsipan menunjukkan tren 

positif yang mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan 

dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
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Capaian pada setiap indikator urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Tingkat Keberadaan 
dan Keutuhan Arsip sebagai 

Bahan Pertanggungjawaban 

N/A N/A 53,42% 70,03% 80,11% 

Capaian Nilai Audit Kearsipan 

Eksternal Kabupaten Lamongan 
90,6 77,81 89,09 87,11 94,73 

Persentase Ketersediaan Arsip 

Yang Autentik, Utuh, dan 

Terpercaya 

- 25% 30,42% 35,81% 40,02% 

Tingkat Ketersediaan Arsip 

sebagai Bahan Akuntabilitas 
Kinerja Alat Bukti yang Sah dan 

Pertanggung Jawaban Nasional 

n/a n/a 75.54 75.76 76.85 

Tingkat Keberadaan dan 

Keutuhan Arsip Sebagai Bahan 

Pertanggungjawaban setiap 
aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara untuk kepentingan 

negara pemerintah, layanan 

publik, dan kesejahteraan 

rakyat 

n/a n/a 100 83.33 83.33 

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan, 2025 

2.1.3.9.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 

2.1.4.4.3.1 Pertanian 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah sentra pertanian 

unggulan di Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam sektor 

agrikultur regional. Penerapan teknologi pertanian modern, inovasi dalam 

metode budidaya, serta dukungan pemerintah daerah melalui program 

peningkatan kesejahteraan petani telah mendorong peningkatan 

produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dengan perkembangan ini, 

Kabupaten Lamongan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan 

lokal, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan 

nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani yang diukur melalui 

Nilai Tukar Petani. Sepanjang tahun 2020-2024 Nilai Tukar Petani (NTP) 

Kabupaten Lamongan trendnya mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada grafis di bawah ini: 
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Gambar 2.52 Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024 

Sumber: Bappelitbangda, Tahun 2025 

Adapun hasil produksi pertanian di Kabupaten Lamongan dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.41 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-

2024 

Produksi Pertanian 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Jumlah produksi padi (ton) 1.131.952,00 1.196.310,50 1.199.869,00 1.211.189,00 1.138.539,00 

Jumlah produksi jagung 
(ton)  

603.967,00 570.200,30 616.046,00 622.086,00 480.505,00 

Jumlah produksi kedelai 
(ton)  

8.356,00 9.405,90 8.440,00 13.213,00 5.329,00 

Jumlah produksi kacang 
tanah (ton) 

10.093,00 11.737,60 10.497,00 13.929,90 7.238,00 

Jumlah produksi kacang 
hijau (ton)  

13.482,00 11.628,00 8.429,00 9.453,10 8.313,00 

Ubi kayu (ton) 45.935,00 44.696,00 46.624,00 56.476,50 32.298,00 

Ubi jalar (ton) 1.273,00 1.687,00 1.289,00 1.816,80 400 

Bawang merah (ku) 14.227,00 12.365,60 7.948,20 4.952,60 2.983,90 

Cabe rawit (ku) 115.381,00 461.300,00 266.216,40 262.308,10 330.992,50 

Cabe besar (ku) 354 1.314,00 2.314,10 1.765,50 1.485,30 

Tomat (ku) 3.455,00 2.604,00 2.724,60 2.495 1.556,50 

Mangga (ku) 89.150,00 186.905,30 25.738,00 349.745 261.058,70 

Nangka (ton) 13.269,20 2.248,70 2.297,20 26.641,20 21.807,70 

Pepaya (ton) 1.376,60 1.045,50 1.431,60 9.163,00 859 

Pisang (ton) 15.375,90 22.614,90 470.09,693 18.645,80 23.966,30 

Tebu (ton) 258.825,00 197.797,00 226.994,00 248.466 214.104,00 

Tembakau (ton) 14.557,50 10.005,00 4.054,00 13 166 9.834,00 

Jumlah Populasi Ternak 
Sapi (ekor) 

101.285 117.889 93.891 96.632 107.333 

Jumlah Populasi Ternak 
Kuda (ekor) 

58 103 98 98 92 

Jumlah Populasi Ternak 
Kambing (ekor) 

85.248 92.109 84.857 94.635 95.811 

Jumlah Populasi Ternak 
Domba (ekor) 

62.528 68.707 67.594 70.238 84.721 

Jumlah Populasi Ternak 
Ayam (ekor) 

5.304.893 27.817.836 37.797.255 33.537.206 31.063.644 

Jumlah Populasi Ternak 
Itik (ekor) 

301.484 296.818 172.100 172.560 271.328 

Jumlah Produksi Daging 
Sapi (Kg) 

749.614 4.949.796 5.086.414 4.960.048 3.802.901 

Jumlah Produksi Daging 
Kambing (Kg) 

220.769 618.072 643.541 624.338 639.759 

Jumlah Produksi Daging 
Domba (Kg) 

182.597 362.852 346.368 344.586 377.669 

Jumlah Produksi Daging 
Ayam Pedaging (Kg) 

6.063.426 14.536.171 14.336.508 16.065.118 15.472.161 

Jumlah Produksi Daging 
Itik (Kg) 

133.198 426.215 494.828 521.924 543.612 

Nilai Produksi Daging Sapi 
(Rp) 

505.290.025.
068 

519.728.580.
000 

584.937.610.
000 

571.400.459.
826 

426.069.422.238 

Nilai Produksi Daging 
Kambing (Rp) 

48.883.932.5
52 

66.751.776.0
00 

74.007.215.0
00 

68.677.224.0
00 

86.367.465.000 

Nilai Produksi Daging 
Domba (Rp) 

28.698.327.5
32 

39.188.016.0
00 

39.832.320.0
00 

37.904.460.0
00 

50.985.315.000 

108,8 106,8 109,3
116,1

123,93

2020 2021 2022 2023 2024

Nilai Tukar Petani
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Produksi Pertanian 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Nilai Produksi Daging 
Ayam Pedaging (Rp) 

212.219.910.
000 

548.013.646.
700 

517.547.938.
800 

577.759.245.
629 

552.634.646.598 

Nilai Produksi Daging Itik 
(Rp) 

4.229.036.50
0 

17.901.030.0
00 

2.004.264.00
0 

23.404.855.4
00 

21.200.868.000 

Jumlah Produksi Telur Itik 
(Kg) 

766.524 500.742 331.421 5.788.911 364.563 

Jumlah Produksi Telur 
Ayam (Kg) 

1.524.883 4.975.087 5.474.671 291.786 4.712.690 

Nilai Produksi Telur Ayam 
(Rp) 

139.879.418.
624 

614.774.175.
600 

1.035.644.78
7.000 

159.279.972.
211 

846.111.535.272 

Nilai Produksi Telur Itik 
(Rp) 

9.572.117.00
0 

11.130.675.0
00 

6.453.750.00
0 

11.296.883.8
23 

11.000.993.760 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Tahun 2025 

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Lamongan menjadi salah 

satu daerah yang berkontribusi besar dalam ketahanan pangan regional 

dan nasional, dengan terus didorongnya program inovasi teknologi 

pertanian, pemberdayaan petani, dan perbaikan sistem distribusi hasil 

pertanian. Melalui optimalisasi, diharapkan produksi pertanian Lamongan 

dapat kembali meningkat di masa mendatang. Jika dilihat dari prosentase 

peningkatan produksi pada urusan pertanian selama lima tahun terakhir 

trendnya masih fluktutif. Hal tersebut tentunya dipengaruhi banyak hal 

diluar kendali pemerintah. Kondisi tersebut terlihat pada capaian indikator 

yang tertuang pada tabel berikut: 

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Peningkatan produksi tanaman pangan N/A N/A 2.56% 3.34% 3.01% 

Peningkatan Produksi Hortikultura N/A N/A 1.54% 0.99% 1.03% 

Persentase Peningkatan Produksi 
Daging 

-58.25% 87.42% 1.13% 10.37% -7.85% 

Persentase Peningkatan Produksi Telur -77.35% 159.19% 1.00% 2.84% -14.23% 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, 2025. 

 

2.1.4.4.3.2 Kelautan Dan Perikanan 

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar penting dalam 

struktur ekonomi daerah Kabupaten Lamongan, dengan kontribusi 

signifikan terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan, serta daya 

saing wilayah pesisir. Optimalisasi potensi perikanan tangkap dan 

budidaya, penguatan sistem rantai pasok, serta peningkatan nilai tambah 

hasil perikanan menjadi fokus utama untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan dan 

pembudidaya yang direpresentasikan dengan Indeks Harga yang Diterima 

Nelayan/Pembudidaya. Kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 

penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan secara umum sangat 
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positif dan trendnya mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana 

yang tertuang pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks Harga yang diterima 
nelayan/ pembudidaya 

127 120,17 133,88 139,18 146,3 

Produksi Perikanan Tangkap 100.35% 103.40% 103.04% 107.37% 101.81% 

Produksi Perikanan Budi 
Daya 

100.42% 100.46% 98.99% 76.32% 72.30% 

Jumlah Kapal (Unit) 3,423 3,423 3,423 3,423 3423 

Jumlah Nelayan (Orang) 25,382 25,382 25,382 25,382 25382 

Jumlah Alat Tangkap Ikan di 
Laut (Unit) 

52,269 52,269 52,269 52,269 52269 

Jumlah Pembudidaya (RTP) 27,790 27,788 27,788 37.516 37516 

Produksi Garam (Ton) 7,947.60 22,149.10 2,599.32 31,648.85 30166,62 

Jumlah Unit Pengolahan Ikan 
(UPI) 

1227 1243 1269 1308 1307 

Jumlah Ikan yang diolah 
(Ton) 

89,179.36 90,179.71 91,352.30 91.825,32 92906,44 

Pengolah Ikan (Orang) 5,975 6,010 6,060 6,094 6104 

Pemasar (Orang) 929 1,105 1,105 1,105 1105 

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Tahun 2025 

2.1.4.4.3.3 Pariwisata 

Kabupaten Lamongan memiliki potensi pariwisata yang berkembang 

pesat dengan daya tarik alam, budaya, dan kuliner yang khas. Sektor 

pariwisata terus didorong sebagai salah satu pilar utama dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi 

daerah. Pemerintah setempat berupaya meningkatkan infrastruktur, 

aksesibilitas, serta fasilitas wisata guna memberikan kenyamanan. 

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamongan mengalami 

fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Namum 

demikian, angka kunjungan pada tahun 2024 masih cukup tinggi 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa sektor 

pariwisata Kabupaten Lamongan tetap memiliki daya tarik yang kuat bagi 

wisatawan. 

 

Gambar 2.53 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Persentase Peningkatan Kunjungan 

Wisata Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2025 

1.028.889

1.641.188

4.763.437 4.807.240
4.380.117

2020 2021 2022 2023 2024

-

-
30,57%

119,54
%

233,11
%

136,02
%
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Selain itu peningkatan jumlah unit usaha di sektor pariwisata ini 

mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan 

minat wisatawan, serta pengembangan infrastruktur yang semakin 

mendukung industri wisata di Kabupaten Lamongan. Kinerja pemerintah 

Kabupaten Lamongan dalam optimalisasi potensi sektor pariwisata dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Rasio PDRB Penyediaan 
Akomodasi, Makan, Minum 

1,64 1,7 1,75 1,88 1,98 

Jumlah Wisatawan Nusantara 
1.028.844 1.641.160 4.763.350 4.807.240 4.379.637 

Jumlah Wisatawan Mancanegara 
45 28 98 541 480 

Perjalanan Wisata / Biro Wisata  47 49 52 51 84 

Rumah Minum/Caffe  23 23 28 30 82 

Restoran/Rumah Makan  23 25 28 33 66 

SPA  5 6 8 17 24 

Hotel  12 13 13 13 15 

Penyelenggaraan Kegiatan 
Hiburan dan Rekreasi  

17 19 21 20 22 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2025 

2.1.4.4.3.4 Perindustrian 

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kinerja 

PDRB industri pengolahan mencerminkan tingkat produktivitas, nilai 

tambah, serta daya saing sektor industri di wilayah tersebut. Penguatan 

sektor industri tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan 

daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong inovasi, serta 

memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, 

perdagangan, dan jasa logistik. Kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan 

dalam penyelenggaraan urusan perindustrian setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Pertumbuhan PDRB 
Sektor Industri 
Pengolahan 

-2.08% 7.20% 7.98% 6.71% 7.66% 

Kontribusi Sektor 
Industri Pengolahan 

 
10.56% 

11.28% 11.38% 11.74% 12.23% 

Jumlah Tenaga Kerja 
Sektor Industri 
Pengolahan 

52,163 54,935 60,823 64,585 68,293 

Nilai Investasi Sektor 
Industri Pengolahan 

1,747, 
331, 

800,000 

2,684, 
585, 

413,605 

3,273, 
673, 

997,144 

3,570, 
782, 

519,226 

4,759, 
282, 

095,176 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan, 2025. 

2.1.4.4.3.5 Perdagangan 
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Urusan perdagangan memiliki peran strategis dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penguatan tata kelola pasar rakyat, 

pengembangan sistem distribusi yang efisien, pemanfaatan teknologi 

informasi dalam perdagangan, dan pengendalian harga barang kebutuhan 

pokok, pemerintah daerah berupaya meningkatkan daya saing produk lokal 

serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. 

Urusan perdagangan bukan hanya tentang transaksi jual beli, tetapi juga 

menjadi instrumen pembangunan daerah yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. Kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 

penyelenggaraan urusan perdagangan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan nilai ekspor melalui kurasi produk, diversifikasi produk, dan 

promosi ekspor. Capaian pada urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Nilai Ekspor Barang 
 

Rp.43.742. 
000.000 

Rp.1.888.725. 
000.000 

Rp.107.530. 
554.591.540 

Rp. 96.511.365. 
385.445,6 

Rp.20.781. 
794.661.355 

Persentase peningkatan 
jumlah alat-alat ukur, 
takar, timbang dan 
perlengkapannya (UTTP) 
bertanda tera sah yang 
berlaku 

6.698 unit 
1.680  
unit 

4.467  
unit 

 3.150 
Unit 

 4.303 
Unit 

Persentase peningkatan 
omset produk lokal 

4.65% 5.25% 6% 6.88% 7.00% 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan, 2025. 

2.1.4.4.3.6 Transmigrasi 

Urusan transmigrasi merupakan salah satu bagian dari kebijakan 

pembangunan nasional yang bertujuan untuk pemerataan penduduk, 

peningkatan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan wilayah. 

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan program 

transmigrasi, baik sebagai daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan 

(penerima), melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang 

berkelanjutan. Transmigrasi bukan semata perpindahan penduduk, tetapi 

juga bagian dari strategi pembangunan wilayah yang mendorong 

terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru, membuka akses sumber 

daya alam secara produktif, serta memperkuat integrasi sosial dan ekonomi 

antara masyarakat lokal dan transmigran. Dukungan pemerintah 

Kabupaten Lamongan terhadap gerakan transmigrasi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2.47 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran dari Kabupaten Lamongan  

Tahun 2020-2024 
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Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kepala Keluarga Transmigran yang 
diberangkatkan 

0 0 0 5 0 

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan, 2024 

Berdasarkan data  di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 

hingga 2022 tidak ada warga yang diberangkatkan dalam program 

transmigrasi. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan dengan adanya 

lima kepala keluarga yang mengikuti program tersebut sebagai upaya 

pemerataan pembangunan serta pemberian fasilitas pendukung bagi calon 

transmigran.  

 

2.1.3.9.4 Urusan Penunjang Pemerintahan 

2.1.4.4.4.1 Administrasi Pemerintahan 

Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai simpul koordinasi 

dan integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks 

reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah menjadi motor penggerak 

transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berbasis 

hasil. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip good governance, Sekretariat 

Daerah berperan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang 

responsif, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menjamin 

keterpaduan dalam pelaksanaan program strategis daerah. Peningkatan kinerja 

Sekretariat Daerah meliputi berbagai aspek diantaranya peningkatan kualitas 

pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pengadaan barang jasa, 

pengelolaan sumber daya alam, penyusunan kebijakan dan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah. Adapun 

capaian kinerja pada urusan administrasi pemerintahan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

 

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Penilaian Kepatuhan 

Penyelanggaraan Layanan 

Publik Tahun n 

- 83,13 76,00 91,20 93.67 

Pemanfaatan sistem 

pengadaan 
- - - - 23.87 

Tingkat kematangan 

UKPBJ 
- - - - 31.11 

Nilai Laporan 
Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah 

(LPPD) 

 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Indek Reformasi Hukum    57,25 97,2 

Tingkat Kepuasan 

Standard Pelayanan 

Publik 

   91,2 93,67 
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Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks Berakhlak    62 72,08 

Indeks Kualitas Kebijakan    50 68,31 

Indeks Pelayanan Publik    4,04 4,38 

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Lamongan, 2025 

2.1.4.4.4.2 Keuangan 

Tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam 

mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah bukan 

sekadar aktivitas administratif, tetapi mencerminkan integritas, 

transparansi, dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran. 

Pemerintahan Kabupaten Lamongan dituntut untuk mampu 

merencanakan, mengalokasikan, merealisasikan, serta 

mempertanggungjawabkan anggaran secara tepat sasaran dan berbasis 

hasil. Kualitas tata kelola keuangan daerah menjadi indikator kunci 

keberhasilan pembangunan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten dalam 

tata kelola keuangan untuk mewujudkan good governance dan mendukung 

upaya reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.49 Capaian Bidang Keuangan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase PAD terhadap 
Pendapatan Daerah 

16.97 20.32 17.31 16.47 17.01% 

Persentase Realisasi 
Anggaran Belanja Urusan 
Wajib Pelayanan Dasar 

94.58% 94.48% 94.59% 89.24% 91.07% 

Persentase Penambahan 
Nilai Aset Tetap 

4.18% 2.25% 5.05% 2.36% 2.41% 

Persentase peningkatan 
Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas 
Laporan Keuangan 
Kementerian/ Lembaga 
dan Pemerintah Daerah 
(Provinsi/Kabupaten/Kota)  

WTP N/A WTP WTP WTP 

Pengeluaran untuk 
layanan pokok 
(pendidikan, 
kesehatan dan 
perlindungan sosial) 
sebagai persentase dari 
total belanja pemerintah 

49% 52% 47% 44% 51% 

Proporsi pengeluaran 
utama pemerintah 
terhadap anggaran yang 
disetujui 

N/A N/A 94,98% 94,98% 89,60% 

Total pendapatan 
pemerintah sebagai 

N/A N/A 1,47% 1,12% 6,34% 
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Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

proporsi terhadap PDB 
menurut sumbernya 

Rasio penerimaan pajak 
terhadap PDB 

N/A N/A 0,33% 0,34% 0,34% 

Proporsi anggaran 
domestik yang didanai 
oleh pajak domestik 

0,144 0,1423 0,0392 0,042 0,1412 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025 

2.1.4.4.4.3 Pengawasan 

Pengawasan dalam pemerintahan daerah memegang peranan strategis 

sebagai instrumen pengendali penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan 

sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Urusan ini 

tidak semata-mata bersifat korektif, tetapi juga preventif dan edukatif, guna 

memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah 

berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sejalan 

dengan tujuan pembangunan daerah. 

Melalui sistem pengawasan internal yang terintegrasi, Inspektorat 

Daerah berperan sebagai motor penguatan integritas dan perbaikan tata 

kelola. Pengawasan juga menjadi penopang utama dalam mewujudkan 

reformasi birokrasi, mencegah praktik penyimpangan, dan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks 

perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pengawasan berfungsi 

memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, efisiensi 

penggunaan anggaran, serta ketepatan pencapaian sasaran. 

Oleh karena itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan Level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan 

indikator strategis untuk mengukur sejauh mana proses perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan dilakukan secara 

terukur dan bertanggung jawab. Keduanya menjadi instrumen penting 

untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Capaian kinerja pemerintah 

Kabupaten Lamongan pada bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.50 Capaian Indikator Pengawasan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Nilai SAKIP 81,30 (A) 81,59 (A) 82,64 (A) 83,00 (A) 83,18 (A) 

Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 

Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lamongan, 2024. 
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2.1.4.4.4.4 Kepegawaian 

Urusan kepegawaian merupakan fondasi utama dalam tata kelola 

pemerintahan daerah yang profesional, efektif, dan responsif. Pemerintah 

daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola aparatur sipil negara 

(ASN) secara sistematis dan berintegritas, mulai dari perencanaan 

kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian 

kinerja, hingga pembinaan karier dan disiplin. Manajemen kepegawaian 

merupakan strategi dalam penguatan kapasitas SDM aparatur agar mampu 

menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks dan 

dinamis. Dalam era reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian harus 

berbasis pada prinsip merit, akuntabilitas, serta menjunjung tinggi etika 

profesi. 

Melalui manajemen kepegawaian yang baik, pemerintah Kabupaten 

Lamongan dapat mendorong hadirnya ASN yang profesional, adaptif, 

inovatif, dan berdaya saing tinggi. Adapun capaian kinerja urusan 

kepegawaian tertuang pada tabel berikut: 

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks Profesionalitas ASN 60,68 60,63 72,54 79,28 79,28 

Jumlah ASN 8.581 8.791 8.896 10.156 11.959 

Rasio Pegawai Pendidikan tinggi 

Dan menengah/ dasar (%)  

(PNS tidak termasuk guru dan  

Tenaga kesehatan) 

65,21% 70,59% 69,51% 70,72% 73.14% 

Rasio pegawai fungsional (%) 
(PNS tidak termasuk guru dan  

Tenaga kesehatan) 

11,34% 17,35% 25,53% 26,73% 32.54% 

Rasio jabatan fungsional  

bersertifikat kompetensi (%)  

(PNS tidak termasuk guru dan  

tenaga kesehatan) 

52,34% 44,27% 34,16% 38,24% 19.26% 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025 

Capaian di atas menunjukkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN 

mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir, sedikit poin yang 

menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan karena kenaikan 

jumlah ASN yang tidak diikuti kenaikan jumlah ASN yang mengikuti 

pengembangan kompetensi dan penyetaraan jabatan struktural pengawas 

ke jabatan fungsional, sehingga menyebabkan jabatan fungsional 

penyetaraan kehilangan nilai dari diklatpim yg telah diikuti. Ini dapat 

berdampak pada penurunan nilai dimensi kompetensi pada jabatan 

fungsional hasil penyetaraan tersebut.  

Selanjutnya terkait kompetensi jabatan fungsional yang capaiannya 

cenderung menurun dalam lima tahun terakhir ini perlu mendapat 

dukungan dan komitmen,  diharapkan pegawai jabatan fungsional yang 
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memiliki setifikat kompetensi ini akan terus bertambah sehingga kualitas 

penyelanggaraan pemerintahan juga akan semakin berkualitas. Trend 

capaian yang positif menandakan adanya komitmen kuat Pemerintah 

Kabupaten Lamongan dalam memperkuat kualitas aparatur melalui 

pelatihan, peningkatan kapasitas, serta reformasi sistem manajemen ASN. 

Namun demikian kedepan perlu melakukan transformasi budaya kerja ASN 

yang lebih inovatif, adaptif, dan melayani untuk meningkatkan 

kepercayaan publik. 

2.1.4.4.4.5 Penelitian Dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan (litbang) daerah memegang peranan 

penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti 

serta memperkuat kualitas pelayanan publik di daerah. Litbang yang efektif 

tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga mampu 

mendorong inovasi pelayanan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat 

secara adaptif. Kinerja pada urusan penelitian dan pengembangan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.52 Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Jumlah Penelitian Daerah yang Diterbitkan 5 14 8 7 12 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025 

2.1.4.4.4.6 Kewilayahan 

Kebijakan pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menjamin 

pemerataan pelayanan publik yang berkeadilan dan berbasis pada potensi 

serta kebutuhan spesifik tiap wilayah. Dalam lingkup pemerintahan daerah 

memiliki keterkaitan erat dengan fungsi dan peran kecamatan sebagai unit 

administratif terdepan yang menjembatani antara pemerintah kabupaten 

dan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Kecamatan memegang 

peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan 

wilayah secara langsung, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. 

Melalui kecamatan, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan potensi 

kewilayahan, mengoordinasikan lintas desa, serta memastikan pemerataan 

pembangunan secara spasial dan sektoral.  

Kecamatan menjadi simpul penting dalam pengendalian ruang, 

penyebaran layanan publik, dan penguatan kapasitas wilayah, sehingga 

mampu menjadi motor penggerak pembangunan kawasan sesuai dengan 

arah kebijakan penataan ruang. Dalam konteks reformasi birokrasi dan 

tata kelola pemerintahan yang efektif, peran kecamatan harus diperkuat 

sebagai pusat pelayanan publik dan penghubung antarwilayah yang 

responsif serta memiliki daya dorong terhadap pengembangan kawasan. 
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Adapun indikator kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan yang 

merepresentasikan kinerja kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Survei Penilaian 

Integritas 
N/A N/A N/A 80,41 74,7 

Survei Kepuasan 
Masyarakat 

N/A N/A N/A 84,98 88,02 

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Lamongan, 2025 

 

2.1.4.4.4.7 Kesatuan Bangsa Dan Politik 

Dalam upaya memperkuat kesatuan bangsa dan stabilitas politik 

daerah, Pemerintah Daerah menempatkan pengelolaan konflik sosial 

sebagai salah satu aspek strategis. Kesatuan bangsa dan politik yang kokoh 

menjadi prasyarat utama bagi terciptanya iklim pembangunan yang 

kondusif.  Penanganan konflik secara cepat, tepat, dan berkelanjutan 

mencerminkan kapasitas pemerintahan yang responsif serta komitmen 

terhadap terwujudnya masyarakat yang damai, toleran, dan bersatu dalam 

keberagaman.  

Tabel 2.54 Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Lamongan 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025 

Potensi konflik sosial di Kabupaten Lamongan umumnya dipicu oleh 

isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman sosial budaya, distribusi 

sumber daya, dan dinamika politik lokal, termasuk menjelang pemilihan 

umum maupun pilkada. Namun demikian, pendekatan kolaboratif antara 

pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga 

adat mampu meminimalisir eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian 

secara damai. Kinerja ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan 

strategi pencegahan konflik telah berjalan efektif dalam menciptakan 

harmoni sosial dan memperkuat kesatuan bangsa di tingkat lokal. 

2.1.4.4.4.8 Standar Pelayanan Minimal 

Standar Pelayanan Minimum atau SPM adalah bentuk kehadiran 

negara yang paling nyata di tengah masyarakat, karena menyangkut hak 

dasar setiap warga negara atas pelayanan publik yang layak, merata, dan 

berkualitas yang diamanatkan dalam konstitusi yakni Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Terdapat enam urusan 

wajib pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan 

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta 
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sosial. Setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin 

pemenuhan target SPM secara bertahap dan berkelanjutan, dengan 

mengedepankan pendekatan berbasis data, responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat, serta sinergi antar pemangku kepentingan.  Secara teknis, 

penerapan SPM pada pemerintahan daerah di atur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal.  

Secara umum penerapan SPM di Kabupaten Lamongan sepanjang 

tahun 2023 hingga 2024 telah berjalan dengan baik dan dilakukan dalam 

pendekatan yang kolaboratif serta partisipatif. Keseluruhan indikator pada 

masing-masing urusan realisasinya telah mencapai target. Bahkan pada 

indikator tertentu telah melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.55 Capaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lamongan 
Tahun 2023-2024 

No 
Urusan Wajib 

Indikator SPM Satuan 
Target Realisasi 

2023 2024 2023 2024 

1 

Pendidikan Jumlah warga negara 

usia 5-6 tahun yang 

berpartisipasi dalam 

Pendidikan PAUD 

Orang 35.698 35.341 35.698 35.341 

2 

Jumlah warga negara 
usia 7-15 tahun yang 

berpartisipasi dalam 

Pendidikan dasar 

(SD/MI, SMP/MTs) 

Orang 158.584 157.666 158.584 157.666 

3 

Jumlah warga negara 

usia 7-18 tahun yang 
belum 

menyelessaikan 

Pendidikan dasar 

atau menengah yang 

berpartisipasi dalam 

Pendidikan 
kesetaraan 

Orang 56.548 1.750 56.548 1.750 

1 

Kesehatan Persentase ibu hamil 

yang mendapat 

pelayanan Kesehatan 

sesuai standar 

% 100 100 96,56 100 

2 

Jumlah semua ibu 

bersalin yang ada di 
wilayah kab/kota 

tersebut dalam kurun 

waktu 1 tahun 

% 100 100 100 100 

3 

Jumlah semua bayi 

baru lahir yang ada di 

wilayah kab/kota 
tersebut dalam kurun 

waktu 1 tahun 

% 100 100 100 100 

4 

Persentase anak usia 

0-59 bulan yang 

mendapatkan 

pelayanan Kesehatan 

balita sesuai standar 

% 100 100 100 100 
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No 
Urusan Wajib 

Indikator SPM Satuan 
Target Realisasi 

2023 2024 2023 2024 

5 

Persentase anak usia 

Pendidikan dasar 
kelas 1 dan 7 ysng 

mendapatkan 

pelayanan skrinning 

Kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 100 100 

6 

Jumlah warga negara 

usia 15-59 tahun 
yang ada di wilayah 

kerja kabupaten 

tersebut dalam kurun 

waktu 1 tahun yang 

sama 

% 100 100 100 100 

7 

Jumlah semua 
penduduk berusia 60 

tahun keatas yang 

ada di wilayah 

kab/kota tersebut 

dalam kurun waktu 

satu tahun 
perhitungan 

% 100 100 100 100 

8 

Jumlah penyandang 

Diabetes Melitus 

berdasarkan angka 

prevalensi diabetes 

melitus nasional di 
wilayah kerja dalam 

kurun waktu satu 

tahun pada tahun 

yang sama 

% 100 100 100 100 

9 

Jumlah orang dengan 

TB yang ada di 

wilayah kerja 
kab/kota dalam 

kurun waktu satu 

tahun yang sama 

% 100 100 100 100 

10 

Jumlah orang 

beresiko terinfeksi 

HIV yang ada di satu 
wilayah kerja pada 

kurun satu tahun 

yang sama 

% 100 100 100 100 

11 

Persentase estimasi 

penderita hipertensi 

berdasarkan 
prevalensi kab/kota 

dalam kurun waktu 

satu tahun pada 

tahun yang sama 

% 100 100 100 100 

12 

Jumlah ODGJ berat 

(psikotik) yang ada di 

wilayah kerja 
kabupaten dalam 

kurun waktu satu 

tahun yang sama 

% 100 100 100 100 

1 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 
Ruang 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

kebutuhan pokok air 
minum sehari-hari 

Orang 8.000 3.404 8.000 8.000 

2 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan pengolahan 

air limbah domestik 

Orang 600 800 600 800 
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No 
Urusan Wajib 

Indikator SPM Satuan 
Target Realisasi 

2023 2024 2023 2024 

1 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

Jumlah warga negara 

korban bencana yang 
memperoleh rumah 

layak huni 

Rumah 15 72 15 72 

2 

Jumlah warga negara 

yang terkena relokasi 

akibat program 

pemerintah daerah 

yang memperoleh 
fasilitas penyediaan 

rumah layak huni 

Rumah 15 - 15 - 

1 

Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah warga Negara 

yang memperoleh 

layanan akibat dari 

penegakan hukum 
perda 

Orang 160 160 160 160 

2 

Jumlah warga Negara 

yang memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran 

Orang 50 50 229 126 

3 

Jumlah warga negara 
yang memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana 

Orang 558.635 290.171 558.635 290.171 

4 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Orang 280.761 4.500 280.761 4.500 

5 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 
evakuasi korban 

bencana 

Orang 6.607 100.000 6.607 100.000 

6 

Jumlah warga Negara 

yang memperoleh 

layanan akibat dari 

penegakan hukum 

perda 

Orang 160 160 160 160 

1 

Sosial Persentase 
penyandang 

disabilitas terlantar 

yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

di luar panti 

% 100 100 100 123,9 

2 

Persentase anak 
terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

% 100 100 100 100,45 

3 

Persentase lanjut usia 

yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

di luar panti 

% 100 100 100 108,05 

4 

Persentase 
gelandangan 

pengemis yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

% 100 100 100 134,62 
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No 
Urusan Wajib 

Indikator SPM Satuan 
Target Realisasi 

2023 2024 2023 2024 

5 

Persentase korban 

bencana alam dan 
sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

pada saat dan setelah 

tanggap darurat 

daerah 

kabupaten/kota 

% 100 100 100 137,59 

Sumber: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan Cipta Karya, Bakesbangpol, Satpol PP dan Dinas Sosial Kab. Lamongan, 

2025. 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 

Berjalan dan Realisasi RPJMD.  

Telaah ini mencakup evaluasi atas pencapaian kinerja pembangunan 

daerah hingga tahun 2024, berdasarkan rekapitulasi capaian indikator 

kinerja urusan pemerintahan. Evaluasi ini bersumber dari data capaian 

tahunan yang disajikan dalam dokumen perencanaan dan menjadi dasar 

untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 

lalu terhadap sasaran RPJMD periode 2021-2026. 

2.2.1 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib 

2.2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar 

1. Urusan Pendidikan: Kinerja urusan pendidikan menunjukkan 

capaian yang baik pada aspek partisipasi. Tingkat partisipasi 

warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar mencapai 

99,98% dan usia 13-15 tahun mencapai 99,99% pada tahun 2024. 

Namun, tantangan utama masih pada kualitas hasil pendidikan, 

dimana Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada 2024 adalah 

8,48 tahun, belum mencapai target wajib belajar 13 tahun. Selain 

itu, masih terdapat 8.486 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang menjadi 

fokus penanganan program di tahun berikutnya. 

2. Urusan Kesehatan: Kinerja urusan kesehatan menunjukkan tren 

positif, terutama dalam peningkatan Indeks Kesehatan yang 

mencapai 0,847 pada tahun 2024. Program penanganan stunting 

juga menunjukkan keberhasilan signifikan, dengan prevalensi 

turun menjadi 9,40% pada tahun 2023. Meskipun demikian, 

beberapa program masih menghadapi tantangan, seperti cakupan 

Desa/Kelurahan yang realisasinya sebesar 75,11% pada tahun 

2024, serta penanganan penyakit menular seperti Tuberkulosis 

yang prevalensinya masih di angka 256 per 100.000 penduduk. 
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3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Kinerja 

pembangunan infrastruktur menunjukkan progres berkelanjutan. 

Kondisi kemantapan jalan pada tahun 2024 tercatat sebesar 

55,14%. Di bidang sumber daya air, Indeks Infrastruktur Irigasi 

menunjukkan tren meningkat, meskipun rasio luas daerah irigasi 

yang terlayani jaringan dalam kondisi baik mengalami sedikit 

penurunan pada tahun 2024 menjadi 84,20%. 

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Kinerja 

urusan ini menunjukkan kemajuan dalam penyediaan hunian 

layak. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terus 

meningkat hingga mencapai 70,77% di tahun 2024. Program 

penanganan kawasan kumuh juga menunjukkan efektivitas, 

dimana persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 

ha yang ditangani meningkat signifikan menjadi 70,46% pada 

tahun 2024. 

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat: Kinerja pada urusan ini sangat baik dan konsisten. 

Sepanjang tahun 2020-2024, persentase penanganan gangguan 

trantibum, pelayanan penyelamatan korban kebakaran, serta 

penanganan pra-bencana dan evakuasi korban bencana semuanya 

mencapai 100%. 

6. Urusan Sosial: Kinerja urusan sosial juga menunjukkan hasil yang 

sangat positif. Persentase korban bencana alam dan sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100%. Program 

pemberdayaan juga berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh tren 

positif peningkatan kapasitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS). 

2.2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar 

Kinerja pada kelompok urusan ini secara umum menunjukkan 

progres yang baik, terutama dalam mendukung aspek ekonomi dan sosial. 

1. Urusan Tenaga Kerja: Program penempatan tenaga kerja 

menunjukkan peningkatan, dengan persentase penempatan 

melalui mekanisme layanan antar kerja mencapai 75,15% pada 

tahun 2024. 
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2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 

Kinerja menunjukkan penguatan, terlihat dari Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) yang terus meningkat dan Indeks 

Ketimpangan Gender (IKG) yang berhasil diturunkan menjadi 

0,203 pada 2024. 

3. Urusan Pangan: Kinerja ketahanan pangan sangat kuat, 

dibuktikan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mencapai 

90,30 pada 2024, mengukuhkan status Lamongan sebagai 

"Kabupaten Sangat Tahan Pangan". 

4. Urusan Lingkungan Hidup: Kinerja pada urusan ini menjadi 

tantangan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

menunjukkan tren menurun, mencapai 63,33 pada 2024. Hal ini 

terutama disebabkan oleh penurunan kualitas tutupan lahan dan 

kualitas udara di beberapa kawasan. 

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Kinerja 

pelayanan sangat baik, dengan kepemilikan akta kelahiran 

mencapai 98,92% dan kepemilikan KIA mencapai 65,46% pada 

2024, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. 

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Kinerja pada urusan 

ini luar biasa. Pada tahun 2024, sudah tidak ada lagi desa 

berstatus berkembang, dan jumlah Desa Mandiri meningkat pesat 

menjadi 239 desa. 

2.2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan 

Urusan pilihan difokuskan untuk mengoptimalkan potensi 

unggulan daerah, dan secara umum kinerjanya menunjukkan kontribusi 

signifikan terhadap perekonomian. 

1. Urusan Pertanian: Kinerja urusan ini menopang status lumbung 

pangan Lamongan. Nilai Tukar Petani (NTP) terus meningkat 

hingga mencapai 123,93 pada 2024, menandakan kesejahteraan 

petani yang membaik. Namun, tantangan masih ada pada 

pertumbuhan produksi beberapa komoditas yang cenderung 

fluktuatif. 

2. Urusan Kelautan dan Perikanan: Sebagai sektor unggulan, 

kinerjanya sangat positif. Produksi perikanan tangkap tetap stabil, 

dan Indeks Harga yang Diterima Nelayan/Pembudidaya terus 

meningkat mencapai 146,3 pada 2024. 
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3. Urusan Pariwisata: Jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan 

pemulihan yang kuat pasca-pandemi, dengan total kunjungan 

mencapai 4,37 juta wisatawan nusantara pada tahun 2024. 

4. Urusan Perdagangan dan Perindustrian: Kedua urusan ini menjadi 

motor pertumbuhan ekonomi. Sektor industri pengolahan tumbuh 

sebesar 7,66% pada 2024, dan kontribusinya terhadap PDRB 

meningkat menjadi 12,23%. 

Evaluasi kinerja hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan telah berjalan efektif 

dalam mencapai sebagian besar sasaran RPJMD 2021-2026. Keberhasilan 

signifikan tercatat pada peningkatan IPM, reformasi birokrasi, kemandirian 

desa, dan penguatan ketahanan pangan. Namun, evaluasi ini juga 

mengidentifikasi beberapa urusan yang memerlukan perhatian lebih pada 

tahun 2-26, terutama terkait perlambatan pertumbuhan sektor pertanian, 

tantangan kualitas lingkungan hidup, serta upaya berkelanjutan untuk 

menurunkan kemiskinan dan pengangguran. 

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah 

Permasalahan ini merupakan isu strategis yang memiliki dampak 

luas dan berhubungan langsung dengan tujuan serta sasaran 

pembangunan daerah. Permasalahan tersebut antara lain: 

1. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan. Meskipun trennya terus 

menurun, angka kemiskinan Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 

tercatat sebesar 12,16%. Angka ini masih berada di atas rata-rata 

Provinsi Jawa Timur maupun nasional, yang mengindikasikan bahwa 

Lamongan masih menghadapi tantangan struktural dalam upaya 

pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, Gini Rasio pada tahun 2024 

sebesar 0,281 menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. 

Hal ini menegaskan bahwa fokus utama permasalahan bukan pada 

kesenjangan, melainkan pada peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat secara merata untuk keluar dari garis 

kemiskinan. 

2. Kualitas dan Kesempatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) pada tahun 2024 adalah 4,34%. Sejak tahun 2022, TPT 

Lamongan berada di atas rata-rata TPT Jawa Timur, yang 

mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja 
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berkualitas. Permasalahan ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan 

antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan 

pekerjaan, serta adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang 

dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. 

3. Daya Saing Sektor Unggulan. Perekonomian Lamongan masih sangat 

didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang 

berkontribusi sebesar 30,10% terhadap PDRB tahun 2024. Namun, 

sektor ini hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,11% pada tahun 

yang sama, menunjukkan adanya tantangan produktivitas. 

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya hilirisasi dan 

pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah, serta perlunya penguatan daya saing 

produk UMKM di pasar yang lebih luas. 

4. Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur. Kondisi kemantapan jalan 

kabupaten pada tahun 2024 baru mencapai 55,14%. Permasalahan ini 

diperparah oleh struktur tanah di Lamongan yang cenderung lembek 

dan labil, yang menyebabkan usia fisik infrastruktur menjadi lebih 

pendek. Selain itu, bencana banjir yang kerap melanda membuat 

infrastruktur jalan rentan terhadap kerusakan. Kondisi ini 

menghambat konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi logistik, 

dan akses masyarakat terhadap layanan publik. 

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

Permasalahan berikut berkaitan dengan penyelenggaraan layanan 

dasar serta pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung. 

1. Urusan Pendidikan. Kualitas sumber daya manusia masih 

menghadapi tantangan signifikan. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

(RLS) pada tahun 2024 baru mencapai 8,48 tahun, masih jauh dari 

target wajib belajar 13 tahun. Selain itu, pada tahun 2024 masih 

terdapat 8.486 Anak Tidak Sekolah (ATS). Permasalahan lainnya 

adalah masih minimnya sekolah dasar yang memiliki akreditasi 

minimal B serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas dan 

sertifikasi tenaga pendidik. 

2. Urusan Kesehatan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

terus meningkat, beberapa indikator kesehatan masih menjadi 

perhatian. Prevalensi stunting, meskipun telah turun signifikan, masih 

menjadi prioritas utama untuk dituntaskan. Selain itu, penanganan 
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penyakit menular seperti Tuberkulosis (dengan insidensi 256 per 

100.000 penduduk pada 2024) dan penguatan layanan kesehatan 

promotif-preventif masih perlu dioptimalkan. 

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan. Di luar infrastruktur 

jalan, tantangan lain adalah pemenuhan hunian yang layak. Pada 

tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak 

baru mencapai 70,77%. Penanganan kawasan permukiman kumuh, 

meskipun menunjukkan kemajuan, masih perlu dilanjutkan untuk 

mencapai target 100%. Demikian pula dengan perluasan akses air 

minum perpipaan dan sanitasi yang aman bagi seluruh masyarakat. 

4. Urusan Lingkungan Hidup. Terdapat tren penurunan pada Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang pada tahun 2024 mencapai 

63,33. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh pengurangan 

luas tutupan lahan. Pengelolaan sampah juga menjadi isu krusial; dari 

total timbulan sampah, baru 36,65% yang tertangani dan 50,73% yang 

terkelola, artinya masih ada sebagian besar sampah yang belum 

terkelola dengan baik. 

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Tuntutan 

masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan 

terintegrasi secara digital semakin tinggi. Meskipun Indeks Reformasi 

Birokrasi dan SPBE menunjukkan capaian yang baik, terdapat 

tantangan dalam implementasi teknis, seperti pemanfaatan Sistem 

Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) yang masih stagnan 

di angka 2,7%. 

6. Perlindungan Sosial. Masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, 

perempuan, dan anak, memerlukan penguatan program perlindungan 

dan pemberdayaan yang lebih adaptif dan inklusif. Kebutuhan akan 

fasilitas seperti rumah singgah atau ruang rehabilitasi sosial juga 

menjadi salah satu indikator permasalahan yang perlu ditangani. 



Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota: 
Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana 

N
o 

Sasaran Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerinatahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/ Kegiatan (output) 

Target RPJMD 
Kabupaten/kota pada 

Tahun 2025 (Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja RPJMD 

Kabupaten/kota 
sampai dengan 

RKPD 
Kabupaten/kota 
Tahun Lalu (n-2) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 

Kabupaten/kota Tahun 
Berjalan (Tahun n-1) 

yang Dievaluasi 

Realisasi Kinerja pada Triwulan 
Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD Kabupaten/kota 
s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun 

Pelaksanaan RKPD tahun 2025) 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran RKPD 

Kabupaten/kota s/d 
Tahun 2025 (Akhir 
Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025) 

Tingkat Capaian Kinerja Dan 
Realisasi Anggaran RPJMD 
Kabupaten/kota s/d Tahun 

2025 (%) 

unit Perangkat 
Daerah 

Penanggung I II 
III IV Jawab I II 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100% 

16 
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 

1 

Meningkatnya 
manajemen 

internal 
perangkat 

daerah 

5,01 
PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Internal Dinas 

Ketahanan Pangan dan 
Pertanian 

0.00 -  0  82,35 
26.801.560.78

2 
0 

6.144.296.27
8 

0 
6.249.308.52

7 
0 

12.393.604.80
5 

0 
12.393.604.80

5 
0 

2.065.600.80
1 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persentase jumlah dokumen 
perencanaan, laporan kinerja 

dan laporan keuangan 
0.00 %  0  100 85.582.900 25  25 4.543.000 50 4.543.000 50 4.543.000 8,333333333 757.167 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.03 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 
Jumlah dokumen perencanaan 
perangkat daerah yang disusun 

0.00 
Dokumen 

 0  5 64.957.000 5  0  5  5  
0,833333333

3 
 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.02 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
Jumlah Laporan Evaluasi kinerja 
perangkat daerah yang disusun 

0.00 
Laporan 

 0  5 20.625.900 4  0  4  4  
0,666666666

7 
 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.2.02 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase jumlah gaji dan 
tunjangan serta dokumen 
pelaporan keuangan yang 

disusun 

0.00 %  0  100 
25.757.789.34

2 
25 

5.895.926.62
8 

25 
5.938.513.70

1 
50 

11.834.440.32
9 

50 
11.834.440.32

9 
8,333333333 

1.972.406.72
2 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.01 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
Jumlah orang yang menerima 

gaji dan tujangan 
0.00 Orang  0  219 

25.683.980.84
2 

21
9 

5.895.926.62
8 

21
9 

5.920.342.70
1 

219 
11.816.269.32

9 
219 

11.816.269.32
9 

36,5 
1.969.378.22

2 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Jumlah dokumen 
penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan 
SKPD yang disusun 

0.00 
Dokumen 

 0  1 23.481.200 0  0 8.782.900 0 8.782.900 0 8.782.900 0 1.463.817 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.2.06 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase Pelayanan 
administrasi perkantoran 

dengan baik 
0.00 %  0  100 162.192.900 25  25 57.693.100 50 57.693.100 50 57.693.100 8,333333333 9.615.517 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.01 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor 

Jumlah paket komponen 
instalasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor yang 
disediakan 

0.00 Paket  0  11 27.500.000 0  0  0  0  0  

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

  5.01.02 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah paket peralatan dan 
perlengkapan kantor yang 

disediakan 
0.00 Paket  0  8 22.951.500 0  8 22.483.050 8 22.483.050 8 22.483.050 1,333333333 3.747.175 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 
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